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ABSTRAK 
Nama                 :  Nurlia Irfan  
Nim                    :  30600112102 
Jurusan             :  Ilmu Politik  
Judul skripsi  : Konfigurasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Kabupaten Jeneponto Periode 2014-2019  
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konfigurasi anggota DPRD 
Kabupaten Jeneponto pada periode 2014-2019. Adapun tujuan yang ingin dicapai 
dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui mengetahui bagaimana konfigurasi 
anggota DPRD Kabupaten Jeneponto periode 2014-2019 dan bagaimana implikasi 
politik dari konfigurasi anggota DPRD Kabupaten Jeneponto terhadap 
pengawasan kebijakan publik.   
Metode yang digunakan dalam penelitian adalah jenis penelitian kualitatif. 
Metode pengumpulan data menggunakan metode observasi dan wawancara 
langsung terhadap objek penelitian. Penelitian yang digunakan adalah kualitatif 
deskriptif yaitu riset yang menggunakan cara berfikir induktif yakni cara berfikir 
yang berangkat dari hal-hal yang khusus menuju ke hal-hal umum.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa konfigurasi anggota DPRD 
Kabupaten Jeneponto periode 2014-2019 terdiri dari 40 orang anggota dewan dari 
berbagai parpol. Dari 40 anggota dewan Kabupaten Jeneponto, 32 berjenis 
kelamin laki-laki dan 8 orang perempuan yang diindetifikasi kedalam 3 kelompok 
besar, yaitu pengusaha, birokrat dan politisi. Dari hasil identifikasi tersebut, 
anggota DPRD Jeneponto periode 2014-2019 sebanyak 20 orang memiliki latar 
belakang sebagai elit politik ( pengusaha), 15 orang berlatar belakang politisi dan 
10 orang berlatar belakang birokrat. Pasca pemilu legislatif 2014, Kabupaten 
Jeneponto mengalami perubahan yang sangat drastis. Anggota DPRD Kabupaten 
Jeneponto periode 2014-2019 di dominasi oleh kalangan pengusaha, dengan 
didominasi oleh kalangan pengusaha maka terindentifikasi bahwa produk kerja 
yang dihasilkan belum mencerminkan keberpihakan pada masyarakat di dalam 
memajukan Kabupaten Jeneponto. Implikasi politik dari konfigurasi anggota 
DPRD Jeneponto terhadap kebijakan pengawasan kebijakan publik, Sebagai 
upaya memajukan Kabupaten Jeneponto, saat ini pemerintah mempermudah 
masuknya investor asing, itu terlihat dengan banyaknya industri waralaba seperti 
minimarket dan perhatian pemerintah pada bidang pertanian dan usaha industri 
garam di Kabupaten Jeneponto masih minim padahal kedua sektor tersebut 
nantinya akan menjadi andalan sebagai antisipasi saat menurunnya ekonomi pasca 
sumber daya alam tidak dapat diperbaharui.  
 
 
Kata Kunci:  Figur Anggota Dewan,  Produk DPRD,  Pengawasan Pelayanan Publik 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang  
Proses demokrasi di negara kesatuan Republik Indonesia bukan sebuah hal 
yang baru untuk dibahas, melainkan studi demokrasi telah menjadi sebuah 
diskursus yang penting pada disiplin ilmu-ilmu politik. Setelah runtuhnya orde 
baru dan lahirnya orde reformasi, sistem demokrasi tersebut memberi ruang 
dan harapan besar bagi rakyat serta mengembalikan kepercayaan dan perasaan 
seseorang terhadap sistem serta struktur politik yang ada. Setiap warga negara 
memiliki hak untuk mengeluarkan pendapat, berkumpul, berserikat dan 
berorganisasi serta berhak menentukan wakil-wakil mereka yang duduk di 
pemerintahan baik itu di eksekutif maupun di legislatif melalui pemilihan 
umum (pemilu).  
Hal ini sesuai dengan perubahan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 
1945 tentang sistem pemerintahan dan sistem ketatanegaraan Republik 
Indonesia, pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang menetapkan “ kedaulatan berada di 
tangan rakyat dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar ”, berbeda dengan 
sebelumnya “ kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya 
oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat ”.  
Perubahan UUD tersebut membuka luas keikutsertaan setiap warga negara 
biasa dalam menentukan segala keputusan menyangkut dan mempengaruhi 
hidupnya untuk ikut berpartisipasi dalam bidang politik. Partisipasi politik 
berarti keikutsertaan warga negara biasa (yang tidak memiliki kewenangan) 
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dalam mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik.
1  
Partisipasi politik masyarakat dapat dilihat dari partisipasi warga negara dalam 
organisasi politik, ikut serta dalam diskusi-diskusi politik, pemberian suara 
dalam pemilu sampai pada menduduki jabatan-jabatan politis.  
Perkembangan dunia politik di Indonesia terus berkembang seiring dengan 
reformasi terhadap produk hukum, pemerintahan, maupun kebebasan pers. 
Dalam skala nasional dapat kita lihat pada pemilihan umum 2014 yang 
dilaksanakan secara langsung. Pemilu merupakan momen terbesar demokrasi. 
Terbesar dari segi anggaran yang harus dikeluarkan, terbesar gesekan 
politiknya, dan terbesar pengaruhnya terhadap kelanjutan pembangunan sosial 
politik suatu negara. Ada beberapa jenis penyelenggaraan pemilu, salah 
satunya pemilu legislatif untuk memilih anggota DPR RI, anggota DPRD 
Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten/Kota , dan anggota DPD.  
Orientasi masyarakat untuk turut aktif dalam bidang politik menjadi 
perhatian bagi para pelaku politik. Orientasi yang dimaksud adalah keinginan 
seseorang untuk berpartisipasi politik menjadi anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah (legislatif). Bentuk partisipasi politik masyarakat ini dimotivasi 
oleh keinginan seseorang untuk duduk dipemerintahan sebagai pemegang 
kebijakan dan keputusan karena menjadi anggota DPRD dapat mengangkat 
derajat sosial atau status seseorang dalam masyarakat. 
                                                             
1
 Ramlan Surbakti, “ Memahami Ilmu Politik”, Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana 
Indonesia, 1992, hal. 228 
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Partisipasi politik masyarakat pada pemilihan anggota legislative yang lalu 
cenderung meningkat. Hal ini dapat dilihat dari antusiasme masyarakat yang 
mengalami peningkatan dengan mendaftarkan diri sebagai calon legislatif.
2
 
Syarat menjadi anggota legislatif  (DPRD) dimulai dengan bergabung 
menjadi anggota pada organisasi politik atau partai politik (parpol). Partai 
politik merupakan kendaraan politik bagi para calon anggota legislatif maupun 
bupati untuk memperoleh mandat dari rakyat untuk menjadi wakilnya. Sebuah 
partai politik tidak hanya dikelola oleh satu orang karena partai politik 
merupakan sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan 
merebut atau mempertahankan kekuasaan.
3
  
Menurut Miriam Budiardjo, partai politik adalah suatu kelompok yang 
terorganisasi yang anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita 
yang sama. Adapun tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan 
politik dan merebut kedudukan politik dengan cara konstitusional untuk 
melaksanakan kebijakan-kebijakan mereka. 
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014, tentang Majelis 
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan perwakilan 
Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menjelaskan bahwa DPRD 
mempunyai tiga fungsi, yaitu fungsi legislasi (fungsi pembuatan peraturan 
                                                             
2 Muh. Irfan Idris dan  Nila Sastrawati, “Sosiologi Politik”, Makassar: Alauddin Press, 
hal. 96 
3
 Miriam Budiarjo,  Dasar-Dasar Ilmu Politik.  Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 
2006, hal  294  
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perundang-undangan), fungsi anggaran (fungsi menyusun anggaran), dan 
fungsi pengawasan (fungsi mengawasi kinerja pihak eksekutif).
4
 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah salah satu lembaga yang 
mewakili seluruh lapisan masyarakat dalam pemerintahan. Menjalankan peran 
dan fungsi sebagai wakil rakyat, saat ini belum bisa memberikan sumbangsih 
yang begitu maksimal terhadap kepentingan masyarakat. Hal itu dapat dilihat, 
dari kebijakan yang telah ditetapkan DPRD bersama pemerintah daerah banyak 
yang kurang berpihak pada kepentingan masyarakat ataupun tidak sesuai 
dengan aspirasi masyarakat. 
Tanggapan pesimis yang sebelumnya mengarah kepada institusi lembaga 
perwakilan telah menjadi pembahasan yang cukup menarik. Permasalahan 
tersebut dapat timbul karena kurangnya peran dan fungsi anggota DPRD. 
Pendekatan behaviorisme, individulah yang dipandang secara aktual 
melakukan kegiatan politik, sedangkan perilaku lembaga politik pada dasarnya 
merupakan perilaku individu dengan pola tertentu. Oleh karena itu untuk 
menelaah perilaku suatu lembaga politik yang perlu ditelaah bukanlah 
lembaganya, melainkan yang ditelaah adalah latar belakang individu yang 
menjalankan dan mengendalikan jalannya lembaga tersebut. Penelitian ini 
terkait dengan latar belakang individu anggota DPRD adalah personal 
background dan political background.  
                                                             
4 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, 
DPR, DPD,  DPRD Propinsi, DPRD Kabupaten/Kota, Bab VI 
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Personal background merupakan variabel tentang latar belakang yang 
melekat pada setiap individu. Personal background yang dimaksud adalah 
pendidikan, pengalaman kerja. Personal background  berkaitan erat dengan 
kualitas sumber daya setiap individu. Sumber daya manusia merupakan faktor 
penting dalam penyelenggaraan suatu organisasi/ lembaga dalam upaya 
pencapaian tujuan organisasi.  
Political background merupakan latar belakang individu tentang semua 
hal yang berhubungan dengan dunia politik. Political background ini meliputi 
Pengalaman di DPRD dan di organisasi partai politik. Latar belakang politik 
setiap individu yang berbeda tersebut menyebabkan terjadinya perbedaan. Oleh 
karena itu, setiap anggota DPRD harus mempunyai latar belakang politik yang 
baik dalam menjalankan tugas dan wewenangnya masing-masing.
5
  
Konfigurasi politik dapat diartikan sebagai kekuatan-kekuatan politik yang 
riil dan eksis dalam suatu sistem politik. Konfigurasi politik memiliki susunan 
atau konstelasi kekuataan politik. Konfigurasi politik demokratis adalah 
susunan sistem politik yang membuka kesempatan atau peluang bagi 
partisipasi rakyat secara penuh untuk ikut dalam menentukan kebijaksanaan 
umum. Partisipasi ini ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil rakyat 
dalam pemilihan-pemilihan yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan 
diselenggarakan dalam suasana terjadinya kebebasan politik.  
                                                             
5
 Dewi Kartikasari,  Pengaruh personal background, political background, pemahaman 
regulasi terhadap peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan Daerah,  Sumber : Journal. 
Unnes.ac.id. 
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Dilihat dari hubungan antara pemerintah dan wakil rakyat, di dalam 
konfigurasi politik demokratis ini terdapat kebebasan bagi rakyat melalui 
wakil-wakilnya untuk melancarkan kritik terhadap pemerintah.  
Menurut pandangan Islam,  kekuatan politik  haruslah berorientasi  pada 
sosial keagamaan. Hal yang harus ditegaskan bahwa Islam mengajarkan 
pentingnya kekuatan politik untuk menjalankan fungsi dan tugasnya 
berdasarkan aturan-aturan yang mencerminkan nilai-nilai otentik, dalam QS. 
Al-'Imran (3): 26, Allah swt Berfirman :  
 هَم ُّصُِعت َ  ءاََشت هَّمِم َكْلُمْلا ُعِصَىت َ  ءاََشت هَم َكْلُمْلا ِيتُْؤت ِكْلُمْلا َِكلاَم َُّم ٍَّللا ُِلق
  سيَِدق ٍءْيَش ِّلُك ََىلَع َكَِّوإ ُسْيَخْلا َكَِديِب ءاََشت هَم ُّلُِرت َ  ءاََشت
6
 
Terjemahnya :  
Katakanlah: “Wahai Tuhan Yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan 
kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki dan Engkau cabut 
kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang 
yang Engkau kehendaki dan Engkau hinakan orang yang Engkau 
kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sesungguhnya 
Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu” 
 
Penegasan yang sama dinyatakan oleh Allah swt dalam Q.S. Al-Kahfi (18) : 28  
 ًٍَُْج َ  َنَُديُِسي ِّيِشَعْلا َ  ِةاَدَغْلِاب ُم ٍَّبَز َنُُعَْدي َهيِرَّلا َعَم َكَسَْفو ِْسبْصا َ
 ْهَم ْعُِطت َلَ َ  َاْيو ُّدلا ِةَايَحْلا ََتىيِش ُديُِست ُْمٍْىَع َكَاىْيَع ُدَْعت َلَ َ
7
 هَع ًَُبَْلق َاىَْلفَْغأ
 ُسَْمأ َناَك َ  ُيا َُ ٌَ ََعبَّتا َ  َاوِسْكِذ  اطُُسف ُي  
 
 
                                                             
6
 Awaluddin Latief, Ummul Mukminim,  Al-Qur’an dan Terjemahan, Jakarta : Penerbit 
Wali, 2010.  
7
 Awaluddin Latief, Ummul Mukminim,  Al-Qur’an dan Terjemahan, Jakarta : Penerbit 
Wali, 2010. 
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Terjemahnya:  
“Dan bersabarlah kamu bersama-sama dengan orang-orang yang 
menyeru Tuhannya di pagi dan senja hari dengan mengharap keridhaan-
Nya; dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka (karena) 
mengharapkan perhiasan dunia ini; dan janganlah kamu mengikuti 
orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingati kami, serta 
menuruti hawa nafsunya dan adalah keadaannya itu melewati batas”. 
(Q.S Al-Kahfi/18 :28).  
 
Keikutsertaan masyarakat dalam konteks politik sedikit atau banyak, cepat 
atau lambat tentu pada prosesnya akan terjadi suatu bentuk transformasi pada 
sistem sosial politik maupun nilai-nilai budaya yang berlaku pada masyarakat. 
Bentuk-bentuk perubahannya bermacam-macam, tergantung pada orientasi 
politik pribadi dan partai politik pengusungnya. 
Keikutsertaan masyarakat untuk menjadi anggota legislatif di Kabupaten 
Jeneponto sangatlah besar, terbukti pada pemilu legislatif tahun 2014 diikuti 
seribu dua ratus empat puluh dua (1242) calon legislatif dari berbagai partai 
politik peserta pemilu. Saat ini anggota DPRD Kabupaten Jeneponto terdiri 
dari 40 anggota yang dipilih berdasarkan daftar terbuka dari partai dalam 
pemilihan umum legislatif 2014. Pemilihan umum dilakukan setiap lima tahun 
sekali bersamaan dengan pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, 
Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pemilihan 
umum terakhir dilaksanakan pada 9 April 2014.  
Jumlah kursi untuk DPRD Kabupaten Jeneponto periode 2014-2019 
Jeneponto  mengalami peningkatan dari 35 kursi menjadi 40 kursi dimana 
Partai Nasdem empat kursi, Partai Golkar empat kursi, Partai Amanat Nasional 
(PAN) empat kursi, Demokrat empat kursi, Hanura empat kursi, Partai 
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Gerindra empat kursi, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tiga kursi, Partai 
Kebangkitan Bangsa (PKB) tiga kursi, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tiga 
kursi, PKPI tiga kursi, PDI Perjuangan dua kursi dan Partai Bulan Bintang 
(PBB) dua kursi. Bahkan dari 40 anggota DPRD Jeneponto terdapat delapan 
orang caleg perempuan yang berpeluang besar meraih kursi periode 2014-2019 
yang dari sebelumnya hanya lima orang. Maka penulis tertarik untuk 
melakukan penelitian tentang “ Konfigurasi Keanggotaan Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jeneponto Periode 2014-2019”. Adapun 
sebagai dasar pertimbangan penulis dalam memilih wilayah Kabupaten 
Jeneponto sebagai lokasi penelitian karena anggota DPRD Kabupaten 
Jeneponto memiliki latar belakang personal, partai politik, status sosial dan 
orientasi politik yang beragam.  
B. Rumusan Masalah 
Memperhatikan luasnya cakupan masalah yang akan diteliti mengenai 
“Konfigurasi Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) 
Kabupaten Jeneponto Periode 2014-2019” maka permasalahan sebagai berikut: 
1. Bagaimana Konfigurasi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
(DPRD) Kabupaten Jeneponto Periode 2014-2019 ? 
2. Bagaimana implikasi politik dari konfigurasi anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jeneponto Periode 2014-2019 terhadap 
pengawasan kebijakan publik ? 
 
 
9 
 
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka secara umum penelitian ini 
bertujuan untuk mendeskripsikan konfigurasi keanggotaan Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten  Jeneponto Periode 2014-2019. Namun 
secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk : 
a. Untuk menggambarkan konfigurasi anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah (DPRD) Kabupaten Jeneponto Periode 2014-2019. 
b. Untuk mengetahui implikasi politik dari konfigurasi anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jeneponto Periode 2014-
2019 terhadap pengawasan kebijakan publik. 
2. Manfaat Penelitian 
Hasil penelitian ini, diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut: 
a. Manfaat Akademik 
1) Memberi sumbangan pemikiran yang mengarah pada pengembangan 
teori-teori keilmuan, dan kajian ilmu politik khususnya tentang 
keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 
2) Memberi wawasan keilmuan dan memperkaya kajian tentang 
implikasi politik dari konfigurasi anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah terhadap pengawasan kebijakan publik.   
b. Manfaat Praktis 
1) Sebagai salah satu bahan masukan kepada masyarakat yang berminat 
dalam memahami realitas politik.  
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2) Sebagai salah satu bahan masukan dan bahan pertimbangan kepada 
partai politik (parpol) dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai 
perekrut (pengkader) serta pemberi pendidikan politik pada 
masyarakat. 
3) Hasil penelitian ini dapat pula dijadikan petunjuk dan sebagai bahan 
acuan bagi aktivitas ilmiah terutama dalam rangka penelitian lebih 
lanjut. 
D. Tinjauan Pustaka  
Berdasarkan penelusuran terhadap beberapa karya penelitian sebelumnya 
yang memiliki tema yang hampir relevan dengan tema yang diteliti peneliti 
yakni sebagai berikut: 
1. Skripsi tahun 2013, karya Muhammad Neldy Suradin mahasiswa dari 
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin yang 
berjudul “ Fenomena saudagar ke Politisi studi kasus anggota DPRD 
Kabupaten Wajo”. Skripsi ini mempunyai rumusan masalah (1) Apa yang 
menyebabkan pedagang Bugis-Wajo berorientasi pada bidang politik dan 
(2) Bagaimana bentuk transformasi sosio-kultural pegadang Bugis Wajo 
yang menjadi anggota DPRD di Kabupaten Wajo. Penulis menelaah 
skirpsi Neldy bahwa berdasarkan hasil penelitiannya merumuskan saran 
sebagai berikut : partai politik yang dalam pelaksanaan tugas dan 
fungsinya sebagai perekrut dan pemberi pendidikan politik pada 
masyarakat tetap berlandaskan pada nilai-nilai kultural demi terwujudnya 
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pemerintahan demokratis.
8
 Sedangkan penelitian penulis ingin mengetahui 
bagaimana konfigurasi anggota DPRD Kabupaten Jeneponto. Jika diamati 
dengan Skripsi karya Nurlia Irfan, Persamaanya yaitu sama-sama 
menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif  dan perbedaanya saudara 
Neldy metode pengumpulan datanya menggunakan  wawancara, quisioner 
dan studi kepustakaan sedangkan peneliti metode pengumpulan datanya 
menggunakan wawancara mendalam, observasi,dan dokumentasi.  
2. Skripsi tahun 2013, karya Arianty Yamin mahasiswa dari Fakultas Ilmu 
Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin yang berjudul “ Konflik 
kepentingan antar fraksi di DPRD dalam seleksi pengisian jabatan pada 
perusahaan daerah pelabuhan Garongkong Kabupaten Barru”. Skripsi ini 
menganalisa bentuk konflik kepentingan yang terjadi di DPRD dalam 
pengisian jabatan dan mengetahui kompromi politik yang di ambil oleh 
anggota legislatif dan eksekutif di perusahaan daerah Pelabuhan 
Garongkong di Kabupaten Barru.
9
 Metode pengumpulan datanya yaitu 
wawancara dan dokumen/arsip dan teknik analisa data yang digunakan 
yaitu analisis deskriptif kualitatif. Skripsi ini akan memberikan petunjuk 
kepada peneliti. Tujuannya untuk menyemangati peneliti dalam mencari 
data dan membandingkan peneliti dengan skripsi Arianty Yamin. 
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3. Jurnal yang berjudul “Pengaruh personal background, political 
background, pemahaman regulasi terhadap peran anggota DPRD dalam 
pengawasan keuangan Daerah”, yang disusun oleh Dewi Kartikasari ini 
menjelaskan tentang latar belakang individu akan berpengaruh terhadap 
perilaku individu dalam aktivitas politik. Jurnal juga ini berisi bahwa 
tingkat pendidikan, bidang pendidikan, latar belakang pekerjaan, 
pengalaman di DPRD, asal parpol, asal komisi sangat berpengaruh dalam 
pengawasan keuangan daerah.
10
 sedangkan penelitian penulis menjelaskan 
tentang bagaimana konfigurasi anggota DPRD Kabupaten Jeneponto 
periode 2014-2019.  
4. Skripsi karya Ririn Ramdani yang berjudul “perempuan, politik dan 
parlemen di Kota Makassar ( studi terhadap keterwakilan perempuan 
pasca pemilu 2014)”, skripsi ini menjelaskan tentang setiap partai politik 
dapat mengajukan calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten 
atau Kota di Indonesia dengan memperhatikan keterwakilan perempuan 
sekurang-kurangnya 30%. 
11
 sedangkan penelitian penulis menjelaskan 
tentang bagaimana konfigurasi anggota DPRD Kabupaten Jeneponto. 
Skripsi Ririn akan menuntun peneliti dan membandingkan dengan skripsi 
penulis.  
 
 
                                                             
10
 Dewi Karikasari, Pengaruh personal background, political background, pemahaman 
regulasi terhadap peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan Daerah,  Sumber : Journal. 
Unnes.ac.id. diakses pada tanggal 25 Desember 2015.   
11
 Ririn Ramdani,  Perempuan,Politik  dan Parlemen di Kota Makassar, Makassar: 
Universitas Islam Negeri Alauddin, Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan Ilmu Politik., hal 5 
13 
 
E. Kerangka Teori  
1. Teori Elit  
Istilah elite secara etimologis bersal dari kata eligere, yang berarti 
memilih. Kata “elite” menunjuk pilihan, pilihan bangsa, budaya, kelompok 
usia, dan orang-orang yang menduduki posisi yang lebih tinggi. Dengan kata 
lain elite adalah sekelompok kecil orang dalam masyarakat yang memegang 
posisi dan peranan penting. 
Secara konseptual, para ahli belum menemukan kesepakatan tentang 
definisi elite politik yang baku. Para ahli memberikan definisi sesuai dengan 
keahlian dan sudut pandang masing-masing. Dari beragamnya pendapat ahli 
tentang elite, Suzanna Kelier mengelompokkan dua aliran. Pertama, kelompok 
ahli yang beranggapan bahwa golongan elite adalah golongan elite tunggal, 
yang biasa disebut elite politik. Ahli yang digolongkan dalam kategori ini 
adalah Aristoteles, Gaetano Mosca, dan pareto. Kedua, ahli yang beranggapan 
bahwa ada sejumlah kaum elite yang berkoeksistensi, berbagai kekuasaan, 
tanggung jawab dan hak-hak atau imbalan. 
Amitai Etzioni mendefinisikan elit sebagai kelompok aktor yang 
mempunyai kekuasaan termasuk politis. Konteks “bagian yang menjadi 
pilihan” mengindikasikan bahwa yang menjadi bagian (actor) merupakan 
pilihan karena adanya kemampuan tertentu yang membedakannya dengan yang 
lain.
12
 Karl Mannheim dan Lauer mengemukakan bahwa  masyarakat 
demokratis di dunia modern memiliki bermacam-macam elit yang terpenting 
yaitu elit politik, organisator, intelektual, seniman, moralis, dan elit agama.  
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Menurut Vilvredo Pareto dan Maurice Duverger, elit adalah individu-
individu yang mampu dalam setiap cabang kegiatan manusia. Elit ini berjuang 
melawan bentuk-bentuk kekuasaan yang berupaya merubah tatanan yang telah 
ada. Pareto mengemukakan bahwa, setiap individu diberikan suatu indeks 
sebagai tanda kapasitas dirinya, kemudian dibuat suatu kelas orang-orang yang 
memiliki peringkat teratas dalam bidang aktifitasnya dan kelas tersebut di 
sebut elit. 
13
 
Menurut Aristoteles, elite adalah sejumlah kecil individu yang memikul 
semua atau hampir semua tanggung jawab kemasyarakatan. Definisi ini 
merupakan penegasan lebih lanjut dari pernyataan plato tentang dalil inti teori 
demokrasi elitis klasik, bahwa setiap masyarakat terdapat minoritas yang 
membuat keputusan-keputusan besar. 
14
 
Interaksi terus-menerus dibutuhkan sebagai pewujudan dari prinsip bahwa 
partai politik bukanlah kendaraan elite politik untuk mencapai kekuasaan. 
Kekuasaan bukanlah tujuan akhir, melainkan dilihat sebagai media untuk 
memperjuangkan dan memperbaiki kondisi masyarakat. Seringkali elite politik 
melihat bahwa partai politik hanyalah organisasi yang dapat mengantarkan 
mereka masuk dalam lingkungan kekuasaan. Bagi politikus yang oportunis, 
partai politik dilihat sebagai media belaka. Ketika mereka merasa bahwa partai 
politik lainnya menawarkan akses ke kekuasaan yang lebih langsung, mereka 
tidak segan-segan keluar dari partai politik pertama. Kepragmatisan dalam 
memandang partai politik sebagai alat untuk berkuasa semakin mereduksi arti 
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penting rakyat. Perlahan dan pasti rakyat akan dapat menilai mana partai 
politik yang sungguh-sungguh memperjuangkan aspirasi mereka dan mana 
yang sekedar digunakan untuk mengejar kepentingan pribadi. 
15
 
Kelas yang lebih rendah hanya dapat menjadi kelas hegemonik dengan 
cara memperkuat kemampuan untuk memperoleh dukungan dari kelas dan 
kekuatan sosial lain. Hubungan antara dua kelas utama, kapitalis dan kelas 
pekerja, bukan merupakan suatu hubungan oposisi sederhana antara dua kelas. 
Elit politik adalah para pengambil keputusan pada parpol, ormas LSM, 
organisasi propesi, para tokoh masyarakat, lembaga-lembaga media massa, 
kelompok penekan, kelompok kepentingan. Pada parpol biasanya pengurus 
hariannya (terutama ketua dan sekretarisnya). Pada LSM sangat bervariasi 
tergantung tingkat primordialismenya (dapat saja tokoh dibelakang layar yang 
justru sangat menentukan, bukan pimpinan resminya). Pada organisasi profesi 
dan kelompok kepentingan serta kelompok penekan, biasanya sama dengan 
parpol. Pada tokoh masyarakat sangat tergantung kadar ketokohannya (karena 
walaupun bukan pengambil keputusan sering mempengaruhi secara signifikan 
pengambilan keputusan). Pada media massa, biasanya dewan redaksi atau 
penanggung jawabnya (bahkan tidak jarang justru pimpinan yayasan yang 
mendirikan suatu media massa tersebut). Pada kelompok penekan, misalnya 
badan Eksekutifnya, pada kelompok kepentingan ialah pimpinan dan 
penggeraknya.
16
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2. Teori Strukturasi  
Teori strukturasi merupakan teori sosial dari penciptaan dan reproduksi 
sistem sosial yang didasarkan pada analisis dari struktur dan agen. Teori ini 
diusulkan oleh sosiolog Anthony Giddens yang meneliti fenomenologi, 
hermeneutika, dan praktek-praktek sosial di persimpangan yang tidak 
terpisahkan dari struktur dan agen. Para pendukungnya telah mengadopsi dan 
memperluas posisi yang seimbang. 
Anthony Giddens mengadopsi pasca-empiris. Frame untuk teori, karena ia 
prihatin dengan karakteristik abstrak hubungan sosial. Hal ini membuat setiap 
tingkat lebih mudah diakses melalui analisis ontologi yang merupakan 
pengalaman sosial manusia, ruang dan waktu. Tujuannya adalah untuk 
membangun sebuah teori sosial yang luas. Fokusnya terhadap abstrak ontologi 
disertai pengabaian umum dan tujuan dari epistemologi atau rinci metodologi 
penelitian. Giddens menggunakan konsep-konsep dari objektivis dan subyektif 
teori-teori sosial, fokus membuang objektivitas pada struktur terpisah, yang 
tidak memiliki hal untuk elemen humanis dan perhatian eksklusif 
subyektivisme untuk setiap instansi atau kelompok tanpa mempertimbangkan 
konteks sosial struktural. Bagi Giddens, pelaku dan struktur tidak dapat 
dipisahkan. Namun keterkaitan itu merupakan hubungan dualitas (timbal balik) 
bukan hubungan dualisme (pertentangan).  
Bagi Giddens, struktur adalah aturan dan sumber daya yang dibentuk dan 
akhirnya menghasilkan praktik sosial. Struktur juga tidak bisa dilepaskan dari 
aspek ruang dan waktu. Jika menurut Marx, pembagian masyarakat adalah 
17 
 
berdasarkan cara produksi ekonomi dari tiap kelas masyarakat, bagi Giddens 
adalah bagaimana tiap lapisan masyarakat menciptakan dimensi ruang dan 
waktu. Salah satu contohnya adalah modernitas dan globalisasi. Menurut 
Giddens, aturan yang dimaksud tidak bersifat mengekang malah 
memberdayakan. Itulah kenapa disebut Giddens sebagai sumber daya dan 
mediasi. 
Menurut Giddens, seperti dikutip Ritzer dan Goodman, bahwa “Setiap 
penelitian ilmu sosial atau sejarah pasti melibatkan pengaitan tindakan dengan 
struktur tidak mungkin struktur „menentukan‟ tindakan atau sebaliknya”.17 
Giddens dengan teori strukturasinya menekankan kajian pada “praktik sosial 
yang tengah berlangsung” sebagaimana dinyatakan bahwa “ranah dasar studi 
ilmu-ilmu sosial, menurut teori strukturasi, bukanlah pengalaman aktor 
individu, ataupun eksistensi bentuk totalitas sosial apapun, melainkan praktik 
yang ditata di sepanjang ruang dan waktu”.18 
Strukturasi memandang pentingnya praktik sosial baik dalam aksi maupun 
struktur kehidupan masyarakat. Strukturasi mengacu pada “suatu cara dimana 
struktur sosial (social structure) diproduksi, direproduksi, dan diubah di dalam 
dan melalui praktik”. Pengertian strukturasi dikaitkan dengan konsep dualitas 
struktur, dimana struktur-struktur diproduksi dan direproduksi baik oleh 
tindakan-tindakan manusia maupun melalui medium tindakan sosial.  
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Teori strukturasi Giddens mencakup tentang kemampuan intelektual aktor-
aktor, dimensi spasial dan temporal tindakan, keterbukaan dan kemungkinan 
tindakan dalam kehidupan sehari-hari, dan kekeliruan pemisahan antara agen 
dan struktur (agency and structure) dalam sosiologi. Melalui teori strukturasi 
Ginddens berusaha untuk melampaui batas-batas fungsionalisme dan 
kegigihannya dalam mentransformasikan dikotomi antara agen dan struktur 
telah diterima dalam lingkungan sosiologi mutakhir. Giddens konsisten melihat 
struktur dalam kehidupan masyarakat sebagai sesuatu yang tidak lepas dari 
tindakan manusia yang berada didalamnya, begitu pula sebaliknya.
19
 
Dalam teori strukturasinya Gidden mengaitkan struktur dan tindakan sosial 
itu dalam relasi agensi, yang melahirkan praktik-praktek sosial dalam 
kehidupan masyarakat yang terjadi secara tersusun atau terstruktur yang 
berpola dan bukan sebagai suatu kebetulan. Fokus yang penting dari teori 
strukturasi adalah hubungan antara agensi dengan struktur (agency and 
structure), yakni untuk menjelaskan dualitas dan hubungan dialektis antara 
agensi dengan struktur. Antara agensi dan struktur tidak dapat dipahami 
terpisah satu sama lain, keduanya merupakan dua sisi dari koin yang sama. 
Semua tindakan sosial melibatkan struktur dan semua struktur melibatkan 
tindakan sosial. Agensi dan struktur terjalin erat dalam aktivitas atau praktik 
yang terus menerus dijalankan manusia. 
Menurut Giddens, aktivitas “tidak dilakukan oleh aktor sosial namun 
secara berkelanjutan diciptakan ulang melalui sarana yang mereka gunakan 
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untuk mengekspresikan diri mereka sebagai aktor. Di dalam dan melalui 
aktivitas-aktivitas mereka, agen menghasilkan sejumlah kondisi yang 
memungkinkan aktvitas-aktivitas ini.
20
 
Agen adalah aktor, sedangkan agensi menurut Giddens terdiri atas 
peristiwa yang di dalamnya individu bertanggung jawab atas peristiwa tersebut 
dan peristiwa itu tidak akan terjadi jika saja individu tidak melakukan 
intervensi. Agen, menurut Giddens “memiliki kemampuan menciptakan 
perbedaan sosial di dunia sosial. Lebih kuat lagi, agen tidak mungkin ada tanpa 
kekuasaan. Jadi, aktor tidak lagi menjadi agen jika ia kehilangan kapasitas 
untuk menciptakan perbedaan. Giddens jelas mengakui adanya sejumlah 
hambatan terhadap aktor, namun tidak berarti bahwa aktor tidak memiliki 
pilihan dan tidak menciptakan perbedaan. Bagi Giddens, secara logis 
kekuasaan mendahului subjektivitas karena tindakan melibatkan kekuasaan 
atau kemampuan mengubah situasi. Jadi, teori strukturasi Giddens 
menempatkan kekuasaan pada aktor dan tindakan yang bertolak belakang 
dengan teori-teori yang cenderung mengabaikan orientasi tersebut dan justru 
mementingkan niat aktor (fenomenologi) atau struktur eksternal 
(fungsionalisme struktural)”.  
Menurut teori strukturasi Giddens, hubungan antara agen dan struktur 
bersifat dualitas, bukan hubungan dualisme. Dalam pandangan Giddens, 
merupakan sesuatu yang sudah jelas jika dikatakan ada perbedaan antara 
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pelaku (agen, aktor) dan struktur, sebagaimana dikatakan ada keterkaitan 
antara struktur dan pelaku atau sebaliknya.
21
 
3. Teori Perwakilan  
Secara etimologis, pengertian perwakilan adalah representation describes 
how some individuals stand in for other or a group of other , for a certain time 
period. Yang artinya bahwa perwakilan menggambarkan bagaimana seorang 
individu mampu mewakili keinginan dari para orang yang diwakili dalam suatu 
masa tertentu.
22
 Alfred De Grazia, perwakilan diartikan sebagai hubungan di 
antara dua pihak, yaitu wakil dengan terwakil dimana wakil memegang 
kewenangan untuk melakukan berbagai tindakan yang berkenaan dengan 
kesepakatan yang dibuatnya dengan terwakil.  
Menurut Arendt Lipjhart, unsur dari suatu negara demokrasi adalah 
adanya badan perwakilan rakyat, karena rakyat tidak dapat memerintah atau 
mengartikulasikan kepentingan-kepentingannya secara sendiri-sendiri, 
karenanya harus diwakilkan. Sesuai dengan hal tersebut lembaga perwakilan 
tersebut banyak dibentuk di negara-negara yang ada di dunia saat ini, sebagai 
perwujudan demokrasi atau kedaulatan rakyat. 
23
 
Menurut Hanna Penichel Pitkin, perwakilan politik di maksudkan sebagai 
proses mewakili di mana wakil bertindak dalam rangka bereaksi kepada 
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kepentingan terwakil. Walau wakil bertindak secara bebas tapi harus bijaksana 
dan penuh pertimbangan serta tidak sekedar melayani. Wakil bertindak 
sedemikian rupa sehingga di antara dia dengan terwakil tidak terjadi konflik 
dan jika terjadi penjelasan harus mampu meredakannya. 
24
 
Menurut Heinz Ealau, secara prinsipil setiap wakil tentulah melihat dirinya 
sebagai mewakili warga negara yang berada di dalam batas lingkup perwakilan 
secara keseluruhan. Karena itu para wakil disebut wakil rakyat. Akan tetapi, 
secara operasional amatlah sulit melaksanakan pemikiran seperti itu, sebab 
wakil tidak mungkin memberikan perhatian kepada seluruh warga negara yang 
diwakilinya. Cara yang dimanfaatkan wakil untuk mengimbangi tingkat 
keterwakilan dengan daerah operasionalisasi hubungan perwakilan politik 
secara memadai ialah dengan menggunakan metode pemusatan perhatian. Ada 
juga kemungkinan yang dapat dimanfaatkan wakil untuk memusatkan 
perhatian terhadap terwakil yaitu memberikan perhatian kepada kelompok, 
memperhatikan partai dan memperhatikan wilayah yang diwakili. 
25
 
Konsep wakil menurut Alfred De Grazia, yaitu setiap wakil hendaklah 
memenuhi kualifikasi tertentu yang akan menjamin terlaksananya fungsi 
perwakilan. Selain itu, untuk mendapatkan statusnya prosedur yang akan 
menjamin keabsahan sebagai wakil. Setiap wakil tentulah dituntut mempunyai 
kemampuan atau keahlian yang diperkirakan atau diharapkan dapat 
memanfaatkan untuk melayani tugas perwakilan. Oleh karena itu pemupukan 
kelebihan kemampuan itu berkaitan erat dengan sumber daya yang dipunyai 
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atau dapat dimanfaatkan, maka seringkali orang-orang yang mempunyai 
sumber daya dilihat sebagai wakil yang tepat. Hubungan antara sumber daya 
dan kemampuan tidaklah selalu bersifat langsung. Hal ini, status seseorang 
dipergunakan oleh anggota masyarakat untuk menetapkan wakilnya. Jadi, 
masyarakat melihat bahwa wakil mereka adalah orang yang berada pada status 
yang cukup meyakinkan. Lazimnya, status yang dimaksudkan ialah elite. 
26
 
Seseorang yang memenuhi persyaratan pokok kemungkinan besar diakui 
sebagai wakil di dalam kehidupan masyarakat, dengan pengertian bahwa 
perbuatan atau sikapnya disyukuri oleh pihak yang diwakili. Pada dasarnya 
penerimaan atau pengakuan yang otomatis terhadap wakil, berkembang di 
dalam masyarakat yang menumbuhkan kepemimpinan tradisional ataupun 
karismatik. Di samping prosedur menjadi wakil seperti itu, terutama di masa 
modern ini, biasanya wakil ditunjuk oleh pihak yang diwakili memilihnya di 
antara orang-orang yang dianggap mempunyai potensi untuk menjadi 
wakilnya. Perlu diingat bahwa pemilihan itu sendiri dapat menjadi formalitas 
semata, terutama dalam hal masyarakat mengembangkan manipulasi terhadap 
sistem dalam rangka membentuk gambaran diri yang melebihi kodrat. 
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Ada dua teori klasik tentang hubungan antara wakil dan terwakil yang 
terkenal yang dikutip oleh Arbi sanit, yaitu teori mandat dan teori kebebasan.  
Pertama, teori mandat yaitu wakil dilihat sebagai penerima mandat untuk 
merealisasikan kekuasaan terwakil dalam proses kehidupan politik. Maksudnya 
seorang wakil akan selalu diawasi oleh yang terwakil dalam setiap gerak-
                                                             
26 Toni Adrianus dan Efriza , “Mengenal Teori-Teori Politik”, hal 103 
27 Toni Adrianus dan Efriza , “Mengenal Teori-Teori Politik”, hal 104 
23 
 
geriknya, sehingga wakil akan kekurangan tingkat kreaktifnya, sebab sikap dan 
perilaku wakil berdasarkan atas kemauan terwakil. Perbedaan pandangan 
antara wakil dan terwakil tentu akan berakibat pada tingkat kualitas wakil, 
sehingga berujung pada konflik kepentingan antara wakil dan terwakil.  
Kedua, teori kebebasan yaitu wakil dianggap perlu merumuskan sikap dan 
pandangannya tentang masalah yang dihadapi tanpa terikat secara ketat dengan 
terwakil. Dengan posisi sebagai wakil, tentu mempunyai sebuah pemikiran 
yang berbeda dengan wakil. Teori kebebasan, wakil diberikan kepercayaan 
untuk bertindak dan bersikap sesuai dengan apa yang di kehendaki oleh wakil, 
karena terwakil sudah memberikan kepercayaan kepada wakil untuk bertindak 
atas nama terwakil. Akibatnya, hubungan wakil dan terwakil tidak terjalin 
secara kuat serta sikap terwakil dalam pelaksanaan perwakilan lebih bersifat 
pragmatis. Teori tersebut, wakil dianggap sebagai wali untuk bertindak sesuai 
dengan fungsi dan peran wakil itu sendiri. Akan tetapi kedua teori tersebut, 
yaitu teori mandat dan teori kebebasan juga dapat dikombinasikan sehingga 
disebut sebagai tipe politicio.
28
 
Arbi sanit, memberikan penjelasan mengenai proses operasional bahwa 
seorang wakil terhadap terwakil, yaitu seorang wakil akan memberikan 
perhatian pada kelompok, memperhatikan partai dan memperhatikan wilayah 
atau daerah yang diwakilinya. Sebuah kebijakan, walaupun tidak bersentuhan 
dengan kelompok strategis, membuat kebijakan publik memang tidak bisa 
disandarkan pada pertimbangan-pertimbangan teknis belaka. Masyarakat 
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demokratis, sebelum diputuskan rancangan kebijakan-kebijakan itu  harus 
didiskusikan, khususnya terhadap kelompok-kelompok yang kemungkinan 
terkena implikasi dari kebijakan itu. 
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F. Metode Penelitian 
1. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif adalah 
suatu prosedur penelitian untuk mendeskripsikan peristiwa atau perilaku orang 
atau suatu keadaan pada tempat tertentu secara rinci dan mendalam dalam 
bentuk narasi, dengan menekankan pada sifat kealamiahan sumber data sesuai 
dengan karakteristik penelitian kualitatif itu sendiri. Pada penelitian ini peneliti 
akan berusaha menganalisa konfigurasi keanggotaan Dewan Perwakilan  
Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jeneponto Periode 2014-2019. 
2. Lokasi Penelitian  
Lokasi penelitian di Kabupaten Jeneponto dengan objek penelitian ini 
adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jeneponto 
periode 2014-2019. Alasan memilih konfigurasi Anggota DPRD Kabupaten 
Jeneponto karena kompleksnya keanggotaan DPRD di Kabupaten Jeneponto 
berasal dari berbagai latar baik dari pendidikan, status sosial, maupun orientasi 
politik yang berbeda yang memungkinkan terjadinya konflik kepentingan 
dalam menentukan sebuah kebijakan.  
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3. Sumber Data 
a. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari pengurus partai atau 
anggota legislatif Kabupaten Jeneponto. Data diperoleh dengan 
wawancara mendalam dengan informan dan dokumentasi sehingga 
dibutuhkan pedoman wawancara, perekam suara, kamera dan buku 
catatan. Data ini dibutuhkan untuk memperoleh informasi tentang 
konfigurasi keanggotaan DPRD di Kabupaten Jeneponto. 
b. Data Sekunder adalah data penunjang penelitian. Peneliti juga melakukan 
telaah pustaka, peneliti mengumpulkan data dari penelitian sebelumnya 
berupa buku, jurnal serta sumber informasi lainnya yang berkaitan 
dengan masalah penelitian. 
 4. Teknik Pengumpulan Data 
  Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah : 
a. Observasi, merupakan teknik pengumpulan data yang di dalamnya 
peneliti langsung turun ke lapangan untuk mengamati perilaku atau 
aktivitas individu-individu di lokasi penelitian. Teknik pengumpulan data 
ini peneliti mengamati aktifitas-aktifitas yang dilakukan para politisi 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jeneponto. 
b. Wawancara, yaitu alat re-cheking atau pembuktian terhadap informasi 
atau keterangan yang diperoleh sebelumnya. Teknik wawancara yang 
digunakan dalam penelitian kualitatif adalah wawancara mendalam. 
Proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya 
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jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau 
orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman 
(guide) wawancara. Peneliti melakukan wawancara terbuka untuk 
mendapatkan informasi secara langsung dari anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah Kabupaten Jeneponto periode 2014-2019.  
c. Dokumentasi, adalah teknik pengumpulan data dan informasi melalui 
pencarian dan penemuan bukti-bukti. Metode dokumenter ini merupakan 
metode pengumpulan data yang berasal dari sumber non-manusia. 
Dokumen berguna karena dapat memberikan latar belakang yang lebih 
luas mengenai pokok penelitian. Dokumen dan arsip mengenai berbagai 
hal yang berkaitan dengan fokus penelitian merupakan salah satu sumber 
data yang paling penting dalam penelitian. Dokumen yang dimaksud 
adalah dokumen tertulis, gambar/foto, atau flim audio-visual, data 
statistik, laporan penelitian sebelumnya. 
5. Teknik Analisa Data 
Proses pengumpulan dan analisa data dilakukan pada waktu bersamaan 
dengan proses pengumpulan data berlangsung secara terus menerus sampai 
pada titik kejenuhan data. Pada tahap ini dilakukan proses penyeleksian, 
pemfokusan, penyederhanaan pengabstraksian data dari field note dan transkrip 
hasil wawancara. Proses ini berlangsung sepanjang penelitian dilakukan 
dengan membuat singkatan, kategorisasi, memusatkan tema, menentukan 
batas-batas permasalahan dan menulis memo.  
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BAB II 
GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN  
A.  Gambaran Umum Kabupaten Jeneponto 
       1. Kondisi  Geografis Kabupaten Jeneponto  
Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, luas wilayah Kabupaten 
Jeneponto tercatat 749, 79 km persegi yang meliputi 11 kecamatan. Terkait 
luas wilayah Kabupaten Jeneponto, terdapat 4 sumber data yang berbeda. 
Data BPS Sulawesi Selatan (90,335 ha), Permendagri Nomor 6 tahun 2008 
(70,652 ha) dan RTRW Kab. Jeneponto 2012-2013 yang berdasarkan foto 
citra satelit (79,953 ha) menampilkan data yang berbeda. Namun berdasarkan 
Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 maka yang digunakan adalah luas 
wilayah yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Jeneponto.  
Untuk menyeragamkan data luas wilayah tersebut maka kedepannya 
diperlukan kordinasi yang baik antara pemerintah Kabupaten Jeneponto 
dengan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Kementerian Dalam Negeri 
dan Bakorsurtanal.  Secara geografis terletak antara 5
o16‟13”-5o39‟35” LS 
dan antara 12
o40‟19”-12o7‟31”BT dengan batas wilayah sebagai berikut :  
- Sebelah Utara berbatasan dengan  Kabupaten Gowa dan Takalar. 
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Bantaeng.  
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Takalar dan sebelah 
Selatan berbatasan dengan Laut Flores.
30
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Kabupaten Jeneponto memiliki beberapa sungai (hidrologi) yang 
sebagian telah dibendung yaitu Kelara, Tino, Poko Bulo yang telah berfungsi 
untuk mengairi sebagaian lahan persawahan. Daerah Bagian Selatan memiliki 
perairan Laut (Flores Sea) dengan panjang pantai berkisar 114 Km. 
 
 
Gambar 1.1 
PETA KABUPATEN JENEPONTO 
 
 
                                                           Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Jeneponto 2013 
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Tabel. 1.1 
 
Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Jeneponto 
 
 
Kode 
Wilayah 
 
Kecamatan 
 
Luas Area 
(km)
2 
Presentase 
terhadap luas 
kabupaten (%) 
010 Bangkala 121,82 16,25 
011 Bangkala Barat 152,96 20,40 
020 Tamalatea 57,58 7,68 
021 Bontoramba 88,30 11,78 
030 Binamu 69,49 9,27 
031 Turatea 53,76 7,17 
040 Batang 33,04 4,41 
041 Arungkeke  29,91 3,99 
042 Tarowang 40,68 5,43 
050 Kelara 43,95 5,86 
051 Rumbia  58,30 7,78 
Total  749,79 100,100 
                                                               Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Jeneponto 2013 
Berdasarkan tabel di atas, Kabupaten Jeneponto terbagi atas 11 Kecamatan 
yang terdiri dari 31 kelurahan dan 82 desa. Kecamatan Bangkala Barat Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jeneponto 2014 - 
2018 II – 2 merupakan kecamatan terluas di Kabupaten Jeneponto yakni 152,69 
km2 atau 20,40% dari luas wilayah Kabupaten Jeneponto, sedangkan kecamatan 
dengan luas wilayah terkecil adalah Kecamatan Arungkeke dengan luas 29,91 
km2 atau 3,97% dari luas wilayah Kabupaten Jeneponto. 
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Tabel 1.2 
Penduduk Kabupaten Jeneponto Dirinci  Menurut Kecamatan  
Tahun 2011-2013 
 
 
No  
 
Kecamatan  
Luas 
(km) 
 
2011 
 
2012 
 
2013 
1 Bangkala 121,82 50,361 50,650  51.081 
2 Bangkala Barat 152,96 26,605  26,758 26.986 
3 Tamalatea 57,58 40,757  40,991 41.340 
4 Bontoramba 88,30 35,327  35,530 35.832 
5 Binamu 69,49 52,948  53,252 53.705 
6 Turatea 53,76 30,220  30,394 30.653 
7 Batang 33,04 19,385  19,496  19.662 
8 Arungkeke 29,91 18,416  18,522  18.680 
9 Tarowang 40,68 22,562  22,692  22.885 
10 Kelara 43,95 26,706  26,860  27.089 
11 Rumbia  58,30 22,862  22,993  22,862  
 Jeneponto  749,79 346,149  348,138 351,100 
                                                              Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Jeneponto, 2013 
 
Berdasarkan tabel diatas, maka distribusi penduduk di wilayah Kabupaten 
Jeneponto bervariasi, hal ini disebabkan karena tidak semua kecamatan 
mempunyai jumlah penduduk dan luas yang sama. Dimana makin kecil luas lahan 
kecamatan maka tingkat kepadatan penduduknya cenderung lebih tinggi, apalagi 
bila kecamatan bersangkutan mempunyai jumlah penduduk yang besar. 
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2. PENDIDIKAN  
Pembangunan bidang pendidikan bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan 
bangsa. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) suatu negara akan 
menentukan karakter dari pembangunan ekonomi dan sosial, karena manusia 
pelaku aktif dari seluruh kegiatan tersebut. 
Pada tahun 2014 di Kabupaten Jeneponto jumlah taman kanak-kanak 
sebanyak 121 buah. Jumlah Sekolah Dasar (SD) Negeri sebanyak 283 buah 
dengan jumlah guru sebanyak 3.215 orang dan murid sebanyak 47.819 orang. 
Jumlah SLTP Negeri sebanyak 60 buah dengan jumlah guru sebanyak 1.111 
orang dan murid sebanyak 12.965 orang. Jumlah SLTA Negeri 12 buah dengan 
jumlah guru 394 orang dan murid 5.519 orang. 
JUMLAH SEKOLAH, GURU DAN MURID SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK SWASTA 
MENURUT KECAMATAN DI KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2013/2014 
 
 
Kecamatan 
 
 
Sekolah 
 
Guru 
 
Murid 
 
Laki-laki 
 
Perempuan 
 
Laki -laki 
 
Perempuan 
Bangkala 17 - 17 126 362 
Bangkala Barat 6 - 11 67 155 
Tamalatea 8 - 13 98 222 
Bontoramba 23 - 37 220 699 
Binamu 13 - 18 266 376 
Turatea 8 - 12 74 184 
Batang 6 - 15 75 123 
Arungkeke 14 - 21 211 307 
Tarowang 17 - 13 89 163 
Kelara 12 - 18 90 390 
Rumbia  7 - 10 67 248 
Jeneponto 2014 121 - 185 1.383 3.229 
  Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Jeneponto, 2014 
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Berdasarkan tabel diatas, jumlah taman kanak-kanak di Kabupaten 
Jeneponto sebanyak 121 sekolah dari 11 kecamatan.  Jumlah murid laki-laki dan 
perempuan sebanyak 4.612 orang  dan guru perempuan sebanyak 185 orang. 
 
BANYAKNYA SEKOLAH DASAR NEGERI, GURU DAN MURID MENURUT KECAMATAN DI 
KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2013/2014 
 
 
Kecamatan 
 
 
Sekolah 
 
Guru 
 
Murid  
 
 
   Laki-laki          Perempuan  
 
Laki-laki 
 
Perempuan 
Bangkala 46 204 347 3.425 3.232 
Bangkala Barat 26 79 155 2.045 1.897 
Tamalatea 30 108 242 3/097 2.868 
Bontoramba 27 93 214 2.483 2.397 
Binamu 30 92 279 3.582 3.405 
Turatea 22 102 190 2.0381 1955 
Batang 16 56 154 1427 1.327 
Arungkeke 14 41 149 1.242 1.174 
Tarowang 18 50 103 1.710 1.520 
Kelara 25 92 202 1.976 1.872 
Rumbia  29 101 162 1.574 1.571 
Jeneponto 2014 283 1.018 2.197 24.599 23.220 
   Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Jeneponto, 2014 
Berdasarkan tabel diatas, Jumlah sekolah dasar di Kabupaten Jeneponto 
sebanyak 283 sekolah dari 11 kecamatan. Jumlah murid laki-laki dan perempuan 
sebanyak 47.819 orang dan guru sebanyak 3215 orang.  
BANYAKNYA SEKOLAH LANJUTAN PERTAMA, GURU DAN MURID NEGERI MENURUT 
KECAMATAN DI KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2013/2014 
 
 
 
Kecamatan 
 
 
Sekolah 
 
Guru 
 
Murid  
 
 
   Laki-laki          Perempuan  
 
Laki-laki 
 
Perempuan 
Bangkala 8 61 89 951 1.096 
Bangkala Barat 8 45 55 503 264 
Tamalatea 6 58 88 741 799 
Bontoramba 6 54 73 582 685 
Binamu 9 98 144 1.287 1.279 
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Turatea 6 53 63 489 488 
Batang 2 15 23 191 192 
Arungkeke 2 18 23 322 299 
Tarowang 3 20 29 362 390 
Kelara 4 15 21 414 461 
Rumbia  6 35 31 405 465 
Jeneponto 2014 60 472 639 6.247 6.718 
Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Jeneponto, 2014 
Berdasarkan tabel diatas, Jumlah sekolah lanjutan pertama di Kabupaten 
Jeneponto sebanyak 60 sekolah dari 11 kecamatan. Jumlah murid laki-laki dan 
perempuan sebanyak 12.965 orang.  
 
BANYAKNYA SEKOLAH MENENGAH UMUM, GURU DAN MURID SWASTA MENURUT 
KECAMATAN DI KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2013/2014 
 
 
 
Kecamatan 
 
 
Sekolah 
 
Guru 
 
Murid  
 
 
   Laki-laki          Perempuan  
 
Laki-laki 
 
Perempuan 
Bangkala 1 12 20 176 260 
Bangkala Barat 1 23 5 166 216 
Tamalatea 1 25 29 415 523 
Bontoramba 2 11 28 234 248 
Binamu 3 47 63 670 700 
Turatea 1 14 14 149 119 
Batang 1 12 20 263 337 
Arungkeke 1 7 12 52 56 
Tarowang - - - - - 
Kelara 1 27 27 391 544 
Rumbia  - - - - - 
Jeneponto 2014 12 176 218 2.516 3.003 
Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Jeneponto, 2014 
 
Berdasarkan tabel diatas, Jumlah sekolah lanjutan pertama di Kabupaten 
Jeneponto sebanyak 12 sekolah dari 11 kecamatan. Jumlah murid laki-laki dan 
perempuan sebanyak 5.519 orang.  
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JUMLAH MAHASISWA PERGURUAN TINGGI DI RINCI MENURUT 
PERGURUAN TINGGI DAN JENIS KELAMIN DIKABUPATEN JENEPONTO TAHUN 
2013/2014 
 
 
Perguruan Tinggi 
 
Jumlah Mahasiswa 
 
 
Total 
 
Laki-Laki 
 
Perempuan 
 
STIE YAPTI 
 
631 
 
749 
 
1380 
 
STAI DDI 
 
443 
 
707 
 
1150 
 
STAI YAPNAS 
 
176 
 
129 
 
305 
 
STAI AL AMANAH 
 
325 
 
737 
 
1062 
 
STIKES MASAGENA 
 
- 
 
- 
 
- 
 
2013/2014 
 
2566 
 
3.325 
 
5.891 
 
2012/2013 
 
3.552 
 
5.192 
 
8.744 
 
2011/2012 
 
2.450 
 
4.511 
 
6.961 
 
2010/2011 
 
2.564 
 
3.698 
 
6.262 
 Sumber : Data Diolah dari Masing-Masing Perguruan Tinggi, 2013 
            Catatan : STIKES MASAGENA tutup pada TA 2013 
 
B. Gambaran Umum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten 
Jeneponto 
DPRD merupakan representasi rakyat daerah yang menghubungkan 
kepentingan antara pemerintah daerah dengan rakyat dan mengusahakan 
kesepakatan maupun dukungan terhadap sistem politik secara keseluruhan 
maupun terhadap kebijakan spesifik tertentu. DPRD adalah mitra pemerintah 
daerah dengan memberikan atau mengusahakan dukungan yang diperlukan dalam 
35 
 
rangka optimalisasi otonomi daerah dalam rangka Negara Kesatuan Republik 
Indonesia.
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Visi DPRD Kabupaten Jeneponto adalah menjadikan DPRD sebagai lembaga 
penyambung dan penyalur aspirasi masyarakat melalui fungsi legislasi, fungsi 
anggaran dan fungsi pengawasan menuju visi Jeneponto di tahun 2025. 
Misi DPRD Kabupaten Jeneponto adalah memperjuangkan terwujudnya 
kesejahteraan masyarakat baik sisi fisik maupun spiritual, memperkokoh peran 
dan fungsi DPRD yang kreatif dan inovatif, mengembangkan tradisi profesional 
dalam bidang-bidang sesuai dengan kewenangannya, memperjuangkan 
terwujudnya supremasi hukum di daerah dan memberi kontribusi positif bagi 
pengembangan dan kemajuan tatanan kehidupan masyarakat.
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Tugas pokok DPRD Kabupaten Jeneponto adalah menyelenggarakan 
administrasi kesektariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas 
dan fungsi DPRD dan menyediakan serta mengkordinasikan tenaga ahli yang 
diperlukan DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Fungsinya adalah 
sebagai penyelenggaraan administrasi kesektariatan DPRD, sebagai 
penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD, penyelenggaraan rapat-rapat 
DPRD dan penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh 
DPRD.  
DPRD Kabupaten Jeneponto diketuai oleh Muhammad Kasmin 
beranggotakan 40 orang dan anggota dibagi menjadi 8 fraksi, yaitu fraksi 
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Demokrat, Gerindra, PAN, Golkar, Hanura, Nasdem, PKB dan fraksi Persatuan 
dan Keadilan. Selain dibagi menjadi 8 fraksi, DPRD Kabupaten Jeneponto dibagi 
menjadi 4 Komisi ; Komisi A membidangi masalah pemerintahan diketuai oleh 
Ibnu Hajar, Komisi B membidangi masalah ekonomi dan keuangan diketuai oleh 
Ikram Ishak Iskandar, Komisi C membidangi masalah pembangunan diketuai oleh 
Andi Tahal Fasni, dan Komisi D membidangi masalah kesejahteraan rakyat 
diketuai oleh Syamsul Tanro.
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Profil anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD) Kabupaten 
Jeneponto Periode 2014-2019  
Berikut ini profil dan asal usul partai anggota dewan terpilih Kabupaten 
Jeneponto periode 2014-2019 yang dimasukkan kedalam 3 kelompok besar yakni 
Pengusaha, Politisi dan Birokrat.   
a. Profil anggota DPRD Berasal dari pengusaha  
Anggota yang berasal dari pengusaha merupakan keterwakilan yang 
mendominasi anggota parlemen Jeneponto, mereka umumnya mewakili hampir 
semua partai baik partai besar maupun partai kecil. Berikut ini digambarkan profil 
kader pengusaha dan asal partainya: 
1)  Ikram Ishak Iskandar merupakan anggota legislatif dari partai 
Demokrat mewakili Dapil 1, beliau berhasil mengumpulkan 1330 suara. Beliau 
merupakan adik dari bupati Jeneponto Ikhsan Iskandar.  Riwayat pendidikan 
Ikram Ishak Iskandar dimulai dari SD Negeri Mangkera Makassar, lalu 
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melanjutkan ke SMP 4 Palopo, lalu melanjutkan ke SMA 2 Makassar dan 
menamatkan strata satu di Universitas Islam Bandung.  
Riwayat keorganisasian eksistensi beliau tidak perlu di ragukan lagi, tumbuh 
dan berkembang dalam arus politik partai Demokrat, membuat beliau memiliki 
jiwa keorganisasian yang tinggi. Hal ini terlihat dari cukup banyaknya organisasi 
yang beliau ikuti diantaranya : Ketua Departemen BPC HIMPI, ketua ARDIN-R, 
ketua Kontap Kadin, wakil ketua Pemuda Pancasila, ketua Bappilu Partai 
Demokrat,wakil sekretaris BPD Gapensi dan divisi logistik DPD partai 
demokrat
34
   
2) Hj. Salmawati, SE , lahir di Bontoosunggu 17 Januari 1984. Beliau 
merupakan anggota legislatif perempuan partai Gerindra, perwakilan dari Dapil 1 
ini berhasil mengumpulkan 1991 suara. Beliau merupakan istri dari anggota 
legislatif terpilih juga H. Paris Yasir. Riwayat pendidikan beliau menyelesaikan 
SD Pada tahun 1995, SMP 1997, SMA 2001 dan menyelesaikan strata 1 pada 
tahun 2010 di YAPTI Jeneponto. Selain sebagai politisi, Hj. Salmawati juga 
memiliki usaha di bidang angkutan Umum.
35
  
Beliau menjadi anggota DPRD Jeneponto karena ingin membantu  rakyat 
dalam segala hal, sebagaimana hasil wawancara berikut ini : 
“kalau kita menjadi anggota dewan, artinya kita berada dalam 
sebuah struktur. Menjadi wakil rakyat kita bisa terlibat langsung 
dalam mensejahterakan rakyat seperti contohnya menyampaikan 
aspirasi masyarakat dalam setiap pertemuan”.36 
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3)  H. Asrul Lachmuddin, SE. MH lahir dimakassar 28 mei 1980 ini 
adalah politikus yang di usung oleh partai PAN sebagai perwakilan dari Dapil 1. 
Riwayat pendidikan asrul dimulai dari SD Tamalatea, lalu SMP Negeri 30 
Makassar, SMA Muhammadiyah Depok dan menyelesaikan S1 di YAPTI 
Jeneponto dan S2 di UMI. Selain sebagai politisi, beliau mendirikan CV Timur 
Depok Air Minum dan CV Degail Jaya dan menjabat sebagai Direkturnya.
37
 
4) Irzal Azis Kr Lagu adalah kader dari partai Golkar. Beliau pernah 
mengikuti kursus Orientasi Partai Golkar pada tahun 2012 dan aktif di organisasi 
KADIN Jeneponto dan AMPG Kelara. Selain sebagai politikus, beliau mendirikan 
CV Erika Fajar dan menjabat sebagai Direkturnya. 
5) Emilia Yolanda adalah kader dari partai Golkar. Ia adalah lulusan S1 
UNHAS tahun 2013. Sebelum menjadi anggota dewan, ia pernah mengikuti 
kursus orientasi fungsionaris Golkar tahun 2002 dan aktif di organisasi PIMCAM 
Golkar Bangkala sebagai sekretaris. Selain sebagai politikus, beliau mendirikan 
usaha PT. Mulia Abadi Turatea dan menjabat sebagai Direkturnya.
38
 
6) Ali sadikin adalah politikus yang di usung oleh partai Nasdem. 
Sebelum menjadi anggota DPRD Jeneponto, bveliau aktif di berbagai organisasi 
diantaranya pernah menjadi anggota IMPALA UNHAS dan Ikatan Kaula Muda 
Baji Areng Baji Ampe Makassar. Selain sebagai politisi, Ali sadikin memiliki 
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beberapa usaha sebagai direktur dari CV Anugerah Jaya Konsultan dan CV Irma 
Karya Konsultan sebagai konsultan.
39
   
7) Rusdini Rasyid adalah kader dari partai Nasdem. beliau pernah aktif 
di organisasi HMI KOM Unhas, KPMTS KOM dan Unhas. Selain sebagai 
politisi, Rusdini Rasyid juga memiliki usaha UD Ayyub Tani Desa Kareloe dan 
menjabat sebagai managernya.  
8) Nur Ilma Rianida adalah kader yang di usung oleh partai Nasdem. 
Selain sebagai anggota dewan, Nur Ilma Rianida adalah pengusaha. Ia mendirikan 
usaha CV Rifa Mubarak sebagai Direkturnya.  
9) Kamaluddin K adalah kader dari Partai Keadilan dan Persatuan 
Indonesia. Ia pernah mengikuti kursus PWI Makassar. Selain menjadi anggota 
dewan, beliau adalah seorang pengusaha dengan mendirikan usaha Kabiro 
Jeneponto Tabloid Tegar dan Kabiro Majalah Pallawa Lipu Jeneponto. 
40
 
10) Kaharuddin Mustamu Karaeng muang adalah kader dari partai 
Demokrat. Pendidikan tertinggi adalah SLTA Madrasah Aliah Negeri Makassar. 
Selain menjadi anggota dewan, beliau adalah seorang pengusaha dengan 
mendirikan Toko Property dan Meubel.  
11) Kasmawati DJ. Lahir di Palambarrang 30 desember 1968. Ia adalah 
lulusan SMA Paket C ini adalah kader dari Partai Hanura. Selain menjadi anggota 
dewan, beliau adalah seorang pedagang barang campuran.  
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12) Jabal Arfa adalah lulusan SMA Negeri Makassar ini adalah kader 
yang di usung oleh Partai Keadilan Sejahtera. Selain menjadi anggota dewan, 
beliau adalah seorang pengusaha yang mendirikan usaha Koperasi Tani Hidayat.
41
  
13) Isjar tinggi, lahir di Jeneponto 10 agustus 1990 ini adalah kader dari 
dari Partai Keadilan dan Persatuan. Ia adalah lulusan SMK Negeri Gunung sari. 
Selain sebagai politisi, ia juga seorang pengusaha yang mendirikan usaha RM. 
Dan Karokean di Jeneponto.
42
  
14)  H. Kaharuddin, SE, Kader yang di usung oleh partai PDI 
Perjuangan. Ia adalah lulusan sarjana ekonomi di YAPTI Jeneponto tahun 2005. 
Selain menjadi anggota dewan, ia juga memiliki usaha wisma di Jeneponto. 
15) Sofia Sewang, lahir di Palu tanggal 29 Februari 1984 ini adalah kader 
yang di usung oleh partai Partai Bulan Bintang. Ia adalah lulusan SMA 1 
Makassar. Beliau aktif di organisasi Palang Merah Remaja Palu dan Hary Dunand 
Club. Selain sebagai anggota dewan, Sofia memiliki usaha Toko Kue dan Roti. 
43
 
b.  Profil anggota DPRD Berasal dari Politisi 
Anggota yang dari politisi yang dimaksudkan dalam studi ini adalah mereka 
yang telah lama menjadi pengurus partai dan telah berkali-kali menjadi anggota 
DPRD. Berikut ini digambarkan profil kader Politisi dan asal partainya : 
1) Muhammad Kasmin Makkamula, SE, kader dari partai Demokrat ini 
berhasil menjadi anggota DPRD kabupaten Jeneponto 2 kali berturut- turut pada 
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periode 2009- 2014 dan 2014-2019. Ia juga pernah menjabat sebagai sekretaris 
DPD Partai Demokrat Jeneponto. Muhammad Kasmin pernah aktif di berbagai 
organisasi diantaranya AMPI 1995, Pengurus MKGR Jeneponto 2005 dan 
KOMCAT Partai Golkar Binamu. Selain sebagai politisi, ia juga adalah seorang 
pengusaha yang mendirikan usaha CV Bahan Bangunan.
44
  
2) H. Yasir Paris SE. Kader yang di usung oleh partai Gerindra ini  berhasil 
menjadi anggota DPRD Kabupaten Jeneponto 2 kali berturut- turut pada periode 
2009- 2014 dan 2014-2019. Selain sebagai politisi ia juga memiliki usaha di 
bidang angkutan Umum.  
3) Asdin Basoddin Azis Beta, SH. Lahir di Barobbo pada tanggal 15 
Oktober 1965. Ia adalah Lulusan S1 Universitas 45 Ujung Pandang. Kader dari 
Partai PAN. Aktif menjadi pengurus partai. Sebelum menjadi anggota DPRD, Ia 
pernah menjadi sekretaris DPD PAN Jeneponto pada tahun 2008-2013.
45
  
4) Herniaty, S.Ag, kader dari Partai PAN ini aktif sebagai pengurus partai. 
Beliau juga aktif di organisasi Ikatan Pelajar Muhammadiyah dan sebelum 
menjadi anggota DPRD Ia pernah menjadi ketua DPC Partai PAN Bangkala.
46
 
5) Asprianto, SE. Kader yang di usung oleh partai Golkar ini pernah aktif di 
organisasi Karang Taruna Paitana sebagai ketua dan pernah mengikuti kursus 
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Orientasi Fungsionaris partai Golkar. Sebelum menjadi anggota DPRD, Ia pernah 
menjadi pengurus DPD II Partai Golkar.
47
 
6) Baharuddin. K. Kader dari partai Nasdem ini berhasil menjadi anggota 
DPRD Kabupaten Jeneponto 2 kali berturut- turut pada periode 2009- 2014 dan 
2014-2019. Beliau aktif di organisasi PBR Jeneponto sebagai Ketua dan kerap 
mengikuti kursus orientasi pelaksanaan tugas anggota DPRD.
48
 
7) Kamaruddin Siama, kader dari partai Hanura ini berhasil menjadi 
anggota DPRD Kabupaten Jeneponto 2 kali berturut- turut pada periode 2009- 
2014 dan 2014-2019. 
8) Irmawati Sila, kader dari partai Hanura ini berhasil menjadi anggota 
DPRD Kabupaten Jeneponto 2 kali berturut- turut pada periode 2009- 2014 dan 
2014-2019. Beliau aktif di berbagai organisasi di antaranya HIPMI Jeneponto dan 
Kaukus Parlemen Perempuan DP II sebagai sekretaris, Ia juga pernah menjabat 
sebagai sekretaris partai Hanura Jeneponto.
49
  
9) Ibnu Hajar adalah kader yang di usung oleh partai Hanura ini berhasil 
menjadi anggota DPRD Kabupaten Jeneponto 3 kali berturut- turut pada periode 
2004- 2009 , 2009- 2014 dan 2014-2019. Ia pernah aktif di organisasi IWAPI 
Jeneponto sebagai bendahara pada tahun 1999.  
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10) Dr. Andi Thahal Fasni, kader dari Partai Keadilan Sejahtera ini   
berhasil menjadi anggota DPRD kabupaten Jeneponto 2 kali berturut- turut pada 
periode 2009- 2014 dan 2014-2019. Sebelum menjadi anggota dewan, ia aktif di 
berbagai organisasi diantaranya PSI tahun 2000 dan PIB tahun 2004 sebagai 
ketua. Beliau juga sebelumnya pernah menjabat sebagai ketua PKS pada tahun 
2013.
50
  
11) Mustafa Tompo, Kader dari Partai Kebangkitan Bangsa ini berhasil 
menjadi anggota DPRD Kabupaten Jeneponto 2 kali berturut- turut pada periode 
2009- 2014 dan 2014-2019. Ia aktif di organisasi Gapoktan Empoang sebagai 
ketua.  
12)  H. Muhammad. Kader dari Partai Persatuan Pembangunan berhasil 
menjadi anggota DPRD Kabupaten Jeneponto 2 kali berturut- turut pada periode 
2009- 2014 dan 2014-2019. Beliau pernah menjadi pengurus DPC PPP 
Jeneponto.
51
  
13)  Marsudi Lalang, Kader dari Partai Bulan Bintang ini berhasil 
menjadi anggota DPRD Kabupaten Jeneponto 2 kali berturut- turut pada periode 
2009- 2014 dan 2014-2019. 
14)  H. Hasbullah S.HI, Kader dari Partai Persatuan Pembangunan ini 
pernah aktif di organisasi DDI sebagai ketua pada tahun 2012. Hasbullah berhasil 
menjadi anggota DPRD Kabupaten Jeneponto 2 kali berturut- turut pada periode 
2009- 2014 dan 2014-2019. 
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15)  H. Mappatunru adalah Kader dari Partai Kebangkitan Bangsa ini 
berhasil menjadi anggota DPRD Kabupaten Jeneponto 2 kali berturut- turut pada 
periode 2009- 2014 dan 2014-2019.
52
 
c.  Profil anggota DPRD Berasal dari Birokrat  
Anggota yang berasal dari birokrat yang dimaksudkan dalam studi ini adalah 
mereka yang pernah menjadi aparatur pemerintahan baik pusat, propinsi, 
kabupaten, kecamatan maupun kelurahan. Berikut ini digambarkan profil kader 
birokrat dan asal partainya : 
1) Ahmad Nawawi, ST.  Kader yang di usung oleh  partai Demokrat. Lahir 
pada tanggal 2 maret 1969. Pendidikan tertingi yang dimiliki adalah S1 di 
Universitas Muslim Indonesia. Sebelum menjadi anggota DPRD Kabupaten 
Jeneponto, ia menjadi Kepala desa di Togo-Togo.
53
  
2) Andi Baso Sugiarto, S.Sos. Lahir di Bantaeng pada tanggal 7 Oktober 
1974. Pendidikan tertinggi yang dimiliki adalah strata 1 di Universitas 
Hasanuddin. Sebelum menjadi anggota DPRD Kabupaten Jeneponto, Ia menjadi 
Kepala desa di Bontorappo. Andi adalah kader dari partai Gerindra sebagai 
perwakilan dari Dapil 2 yang meliputi Kecamatan Arungkeke, Tarowang, Batang, 
Kelara, dan Rumbia.
54
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3) Sudirman Sijaya, SH. Lahir pada tanggal 7 Juni 1964 di Tanetea. Beliau 
menyelesaikan studi di Universitas Hasanuddin. Ia pernah mengikuti kursus/diklat 
Advokat. Sebelum menjadi anggota dewan, beliau adalah seorang pengacara. 
Sudirman adalah kader dari partai Gerindra sebagai perwakilan dari Dapil 3 yang 
meliputi Kecamatan Tamalatea dan Bontoramba.
55
 
4) Hanapi, SE. Lahir di Jeneponto 3 Februari 1970 ini adalah Kader dari 
Partai PAN yang aktif di berbagai Organisasi diantaranya Anggota KNPI 
Arungkeke, Anggota Pemuda dan Olahraga Palajau, Karang Taruna Palajau, dan 
Anggota APDESI Sul-Sel. Beliau adalah lulusan sarjana ekonomi di YAPTI 
Jeneponto. Sebelum menjadi anggota DPRD Kabupaten Jeneponto, Ia menjadi 
Kepala desa di Palajau.
56
  
5) Dra. H. Fatma L Burhanuddin. Lahir di Donggala 13 Desember 1959. 
Beliau adalah lulusan S1 YPUP Tahun 1990. Beliau pernah mengikuti organisasi 
BKMT Jeneponto sebagai ketua. Sebelum menjadi anggota dewan, kader dari 
partai Golkar ini adalah seorang Pegawai Negeri Sipil.
57
  
6) H. Zainuddin Bata. Lahir pada tanggal 25 Mei 1969 di Kampung Beru. 
Ia adalah lulusan SPG tahun 1990. Beliau berhasil menjadi anggota DPRD 
Kabupaten Jeneponto 2 kali berturut- turut pada periode 2009- 2014 dan 2014-
                                                             
55 Komisi Pemilihan Umum Jeneponto, Buku Profil Anggota DPRD Kabupaten 
Jeneponto 2014-2019, hal  37 
56 Komisi Pemilihan Umum Jeneponto, Buku Profil Anggota DPRD Kabupaten 
Jeneponto 2014-2019, hal  27 
57
 Komisi Pemilihan Umum Jeneponto, Buku Profil Anggota DPRD Kabupaten 
Jeneponto 2014-2019, hal  36 
46 
 
2019. Sebelum menjadi anggota dewan, kader yang di usung oleh partai keadilan 
sejahtera ini  pernah menjadi kepala desa di Tombolo.
58
 
7) H. Lelong Azis. Lahir di Jeneponto pada tanggal 7 Januari 1968. Ia aktif 
di organisasi sebagai ketua Remaja Masjid. Sebelum menjadi anggota dewan, 
kader dari Partai Kebangkitan Bangsa pernah menjadi kepala desa di Ganrang 
Batu.   
8) H. Burhanuddin, S.Pd Lahir tanggal 19 Januari 1969 di Togo-Togo. Ia 
adalah lulusan S1 STAI DDI Maros pada tahun 2006. Beliau berhasil menjadi 
anggota DPRD Kabupaten Jeneponto 2 kali berturut- turut pada periode 2009- 
2014 dan 2014-2019. Sebelum menjadi anggota dewan, kader dari Partai Keadilan 
dan Persatuan Indonesia pernah menjadi kepala desa di BalangLoe.
59
 
9) Drs. H. Salinringi. Kader yang di usung oleh partai persatuan dan 
pembangunan. Beliau mengikuti organisasi PGRI Kab. Jeneponto pada tahun 
2008 dan Dewan Pendidikan Jeneponto tahun 2014. Sebelum menjadi anggota 
dewan, ia adalah seorang Guru SLTP. 
10) H. Syamsul Tanro. Kader dari Partai Persatuan Pembangunan 
sebagai perwakilan dari dapil 2 yang meliputi kecamatan Arungkeke, Tarowang, 
Batang, Kelara, dan Rumbia. Sebelum menjadi anggota dewan, ia adalah seorang 
Pegawai negeri sipil. 
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BAB III 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Konfigurasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 
Jeneponto periode 2014-2019  
 Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara yang dilakukan penulis 
dengan anggota DPRD untuk mengindentifikasi konfigurasi anggota dewan 
perwakilan rakyat daerah untuk memperkuat data yang diperoleh diatas, 
ditemukan 3 kelompok besar yakni birokrat, politisi dan pengusaha yang 
terpilih menjadi anggota DPRD Kabupaten Jeneponto. Data yang ditemukan 
memperlihatkan bahwa :  
a.  Anggota DPRD Kabupaten Jeneponto Periode 2014-2019 dari 40 
anggota, sebanyak 20 orang memiliki latar belakang sebagai elit ekonomi 
(Pengusaha). Dari jumlah itu, 5 orang diantaranya adalah anggota yang 
terpilih kembali menjadi anggota dewan ( Incumbent).  
b. Anggota DPRD Kabupaten Jeneponto sebanyak 15 orang adalah 
berlatar belakang Politisi. Dari jumlah itu 11 diantaranya adalah anggota 
yang telah berkali-kali menjadi anggota dewan, 4 diantaranya Incumbent 
sekaligus pengusaha dan pengurus partai.  
c. Anggota DPRD Kabupaten Jeneponto sebanyak 10 orang adalah 
berlatar belakang Birokrat. Dari jumlah itu 6 orang diantaranya memiliki 
latar belakang sebagai kepala desa sebelum menjadi anggota dewan, 1 
orang  diantaranya pengacara dan 3 orang adalah pegawai negeri sipil.  
48 
 
Dominasi pengusaha di DPRD Kabupaten Jeneponto meningkat 
dari periode lalu. Presentase politisi atau aktivis seperti tersisih. Dominasi 
pengusaha menjadi penanda jika rakyat condong menaruh kepercayaan 
besar kepada pemilik modal kapita bukan kepada pemilik modal sosial. 
Berdasarkan dari hasil survei yang telah dilakukan di lapangan salah satu 
informan yaitu dari Kalangan Pengusaha Muhammad Kasmin, MS.SE 
selaku Ketua DPRD Kabupaten Jeneponto mengindentifikasi konfigurasi 
keanggotaan DPRD Jeneponto pada periode 2014 ini  mengatakan bahwa :  
“Ada perbedaan yang nyata antara anggota DPRD periode tahun 
lalu dengan periode tahun 2014 ini. Pada periode sekarang, 
anggota dewan banyak di isi oleh kalangan pemilik modal atau 
pengusaha, sedangkan dari kalangan politisi malah sedikit. 
Konfigurasinya sekarang terdiri dari aktivis partai yang jumlahnya 
semakin sedikit karena anggota dewan sekarang lebih dikuasai 
oleh pemilik modal atau pengusaha.”60  
 
Hal ini senada dengan  informan Syamsul Tanro selaku anggota 
DPRD Jeneponto yang mengatakan : 
“Saat pemilihan, banyak juga anggota DPRD Kabupaten 
Jeneponto periode lalu yang kembali mencalonkan diri. Tapi usaha 
mereka untuk merebut hati pemilih kandas dan kalah  oleh orang-
orang baru. Sekarang selera pemilih jauh berbeda dari pemilu 
sebelumnya. Sebagian pemilih sekarang memilih jika di iming-
imingi duit bukan lagi mereka melihat dari kualitas. Jadi ya, siapa 
yang memiliki modal banyak berpeluang jadi anggota dewan”.61 
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Menurut Dr. Andi Thahal Fasni selaku anggota DPRD dari 
kalangan Politisi memandang konfigurasi anggota DPRD Jeneponto 
mengatakan bahwa : 
“Figur-figur yang menjadi anggota DPRD periode 2014-2019 
memang di dominasi oleh kalangan pengusaha. Tapi sebagian 
besar dari  pengusaha ataupun pedagang tidak mempunyai 
pengalaman sebagai aktivis kemasyarakatan juga tidak punya rasa 
sensitif terhadap kepentingan masyarakat. Karena itu, jika saya 
bisa membandingkan kinerja  figur- figur anggota dewan tahun 
lalu dengan tahun yang sekarang, saya akan mengatakan kinerja 
figur tahun lalu lebih baik daripada periode sekarang. Mereka 
terpilih karena mereka termasuk dari kalangan yang memiliki 
banyak modal dan kekuasaan untuk mempengaruhi masyarakat 
memilih mereka”.62 
 
Berdasarkan pernyataan informan diatas yang terdiri dari kedua 
kalangan yang memiliki pandangan yang berbeda, dapat dipahami bahwa 
memang anggota DPRD Kabupaten Jeneponto periode ini di kuasai oleh 
kalangan pengusaha yang memiliki banyak modal, akan tetapi, menurut 
pandangan  Dr. Andi Thahal Fasni juga mengatakan bahwa figur anggota 
dewan saat ini memang dikuasai oleh kalangan pengusaha tapi sebagian 
besar dari pengusaha tidak mempunyai pengalaman sebagai aktivis 
kemasyarakatan dan juga tidak punya rasa sensitif terhadap kepentingan 
masyarakat. Mereka terpilih karena mereka termasuk dari kalangan yang 
memiliki banyak modal dan kekuasaan untuk mempengaruhi masyarakat 
memilih mereka. Dengan pernyataan tersebut, kalangan pengusaha ini 
termasuk kalangan elit.  
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Harold D. Lasweell dan Abraham mendefinisikan kemampuan 
pelaku untuk mempengaruhi tingkah laku pelaku lain, sehingga tingkah 
laku pelaku terakhir menjadi sesuai dengan keinginan dari pelaku yang 
memiliki kekuasaan. Kekuasaan diartikan sebagai kemampuan seseorang 
untuk mempengaruhi pikiran atau tingkah laku orang atau sekelompok 
orang sehingga orang yang dipengaruhi itu mau melakukan sesuatu yang 
diinginkan si pemilik kekuasaan.
63
 
Berdasarkan hasil wawancara dengan informan anggota Dewan 
Kamaruddin dari kalangan pengusaha mengatakan :   
“Keinginan saya untuk terjun di dunia politik diawali karena 
adanya peraturan yang memberikan kebebasan kepada masyarakat 
untuk dipilih menjadi anggota DPRD dengan syarat yang telah 
ditentukan, kebetulan saya juga diajak oleh pengurus partai untuk 
mencalonkan diri.  Artinya saya (pengusaha) juga mempunyai hak 
yang sama dalam hal berpolitik karena sesungguhnya kita 
diberikan hak untuk berdemokrasi.”64 
 
Keberadaan partai politik pada setiap negara yang menganut paham 
demokratis merupakan suatu hal sangat penting. Partai politik merupakan 
kumpulan dari sekelompok orang dalam masyarakat yang berusaha untuk 
meraih atau mempertahankan kekuasaan suatu pemerintah atau negara. 
Partai politik adalah suatu organisasi massa yang berusaha untuk 
mempengaruhi proses politik, mendidik para pemimpin dan mengejar 
penambahan anggota demi memperbesar pengaruh dan agar dapat 
memenangkan pemilu dan menguasai pemerintahan serta kebijakan-
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kebijakan, terkait dengan hal tersebut dari sudut pandang partai politik 
melihat bahwa pengusaha memiliki pengaruh besar baik pada segi 
finansial maupun popularitas.  
Disisi lain kalangan pengusaha menyadari bahwa keberadaan 
pemerintah dan partai politik memiliki pengaruh besar pada kondisi 
perekonomian yang nantinya dapat berdampak pada usaha mereka. Dalam 
negara demokrasi partai politik pada hakikatnya merupakan suatu lembaga 
yang dapat mewujudkan keinginan-keinginan politik anggotanya dan 
kepentingan politik seseorang atau kelompok sesuai peraturan perundang-
undangan yang berlaku. Keikutsertaan pengusaha pada pelaksanaan 
pemilu legislatif di Kabupaten Jeneponto tidak terlepas oleh pengaruh 
partai politik setempat. Partisipasi para pengusaha pada pemilihan umum 
(menjadi calon legislatif) merupakan suatu usaha untuk memenuhi 
keinginannya untuk duduk di pemerintahan dan mengontrol kebijakan-
kebijakan. Sebagaimana hasil wawancara dengan Asprianto, SE salah 
seorang anggota dewan kalangan pengusaha yang mengatakan bahwa: 
“Awalnya keinginan saya untuk menjadi anggota DPRD karena 
diajak oleh pengurus partai politik untuk ikut bergabung dan itu 
menjelang adanya pemilihan legislatif di Kabupaten Jeneponto”.65 
 
Pengaruh partai politik terhadap pengusaha menjelang pemilihan 
anggota DPRD tersebut dipertegas oleh Marsudi, SE dari partai Partai 
Bulan Bintang menyatakan bahwa :  
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“Setiap orang pasti memiliki kepentingan dalam hal politik 
termasuk para pengusaha. Jadi. untuk menjadi anggota legislatif 
memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang 
seperti : jenjang pendidikan minimal SMA, pengurus partai politik 
dll, sedangkan variabel yang menentukan dalam pemilihan adalah: 
memiliki pengaruh di masyarakat, popularitas dan memiliki 
kemampuan dana untuk mem-back up kerja-kerja politik 
dilapangan”. 66  
 
Wawancara diatas menjelaskan bahwa pengaruh partai politik 
terhadap pengusaha terjadi sebelum pemilihan anggota DPRD. Dari 
pemaparan diatas menunjukkan bahwa partai politik merekrut para 
pengusaha sebab memiliki pengaruh dan popularitas terhadap masyarakat 
dan memiliki kemampuan pendanaan untuk membiaya kerja-kerja 
politiknya agar partai mereka menjadi partai pemenang dalam pemilu. Hal 
ini seperti yang dikatakan Gidden, Struktur juga terbentuk karena adanya 
tradisi, institusi, aturan moral serta cara-cara mapan melakukan sesuatu, 
dan hal ini semata-mata merupakan akibat yang ditimbulkan dari tindakan 
agen. Terbentuknya struktur juga membutuhkan waktu yang panjang, 
karena melewati satuan waktu dengan tidak membatasi pada ruang-ruang 
tertentu. Giddens juga menyatakan konsep rutinisasi. Rutin, hal apapun 
yang dikerjakan dengan kebiasaan, merupakan elemen paling dasar dari 
aktivitas sosial sehari hari. Rutinisasi merupakan hal penting dalam 
mekanisme psikologis.
67
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Berikut hasil wawancara mengenai konfigurasi keanggotaan DPRD 
Kabupaten Jeneponto periode 2014-2019 yang didominasi oleh banyaknya 
figur dari kalangan pengusaha. Andi Baso Sugiarto, S.Sos mengatakan :  
 “Hasil pemilu legislatif 2014 lalu dari 40 anggota dewan memang 
kebanyakan dari kalangan pengusaha. Saya pribadi menilai tidak 
ada masalah dengan banyaknya dari kalangan pengusaha yang 
terpilih menjadi anggota dewan periode saat ini ketimbang para 
politisi maupun aktivis karena pada dasarnya setiap orang, 
siapapun dia memiliki hak untuk menjadi anggota legislatif. 
Namun mengingat tugas dan wewenang anggota dewan tidak 
main-main, tentu saja yang menjadi anggota dewan baik itu dari 
kalangan pengusaha, birokrat atapun yang sudah lama terjun ke 
dunia politik harus bisa menjadi wakil rakyat yang bisa 
memberikan kesejahteraan untuk rakyatnya”.68 
Berdasarkan pernyataan dari informan di atas dapat dipahami 
bahwa konfigurasi keanggotaan DPRD di Kabupaten Jeneponto memang 
di dominasi oleh figur-figur dari kalangan pengusaha. Setiap orang berhak 
untuk menjadi anggota legislatif yang penting sesuai dengan aturan yang 
ditentukan. Seorang anggota dewan baik itu dari kalangan pengusaha atau 
memang seorang politisi, yang pasti mereka mampu mewakili rakyat 
dengan mengerti tugas dan wewenang mereka sebagai wakil rakyat. 
Mereka bisa menunjukan bagaimana seorang wakil rakyat mampu 
mewakili keinginan dari para orang yang diwakilinya. Teori mandat 
mendefinisikan yaitu wakil dilihat sebagai penerima mandat untuk 
merealisasikan kekuasaan terwakil dalam proses kehidupan politik.
69
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2. Implikasi politik dari konfigurasi anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah (DPRD) Kabupaten Jeneponto Periode 2014-2019 terhadap 
pengawasan pelayanan publik 
DPRD adalah sebuah lembaga penampung aspirasi rakyat yang 
bertugas untuk membantu kepala daerah dalam mengatur dan memajukan 
daerahnya, selain itu tugas DPRD juga adalah untuk membuat kebijakan 
melalui peraturan daerah yang sebelumnya telah disepakati oleh kepala 
daerah itu sendiri, meskipun dalam pembuatan kebijakan itu terkadang 
terjadi perbedaan pendapat antar anggota badan legislatif atau eksekutif, 
yang menimbulkan konflik, tetapi itu tidak mempengaruhi sportifitas kinerja 
anggota dewan dalam menentukan kebijakan akhir, justru dengan adanya 
konflik yang timbul akan ada hasil yang terbaik. termasuk ketika adanya 
keinginan pemerintah daerah dalam penetapan suatu kebijakan.  
Pasca pemilu legislatif 2014 Kabupaten Jeneponto mengalami 
perubahan yang sangat drastis. Anggota DPRD Kabupaten Jeneponto 
periode 2014-2019 di dominasi oleh kalangan pengusaha. Hal tersebut 
berbeda dengan periode sebelumnya. Bila ditinjau dari produk-produk 
yang dihasilkan, produk kerja DPRD belum mencerminkan 
keberpihakannya pada masyarakat dalam memajukan Jeneponto menjadi 
lebih berkembang.  
1. Di bidang perekonomian 
Pemerintah Kabupaten Jeneponto menyadari bahwa 
diberlakukannya kebijakan otonomi daerah, kehadiran para investor dapat 
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mendorong pertumbuhan pembangunan ekonomi di daerah Jeneponto 
seperti pada bidang pertanian dan industri garam.  
a. Keberpihakan pada bidang pertanian 
Pertanian merupakan sektor yang sangat penting dalam peningkatan 
produksi pangan dan dapat menjadi sumber pemasukan dalam hal 
pendapatan asli daerah (PAD), karena itu sektor pertanian semestinya 
mendapat porsi perhatian yang lebih. Di Kabupaten Jeneponto sektor 
pertanian hingga saat ini merupakan sektor yang dinilai masih sangat minim 
perhatian dari pemerintah daerah padahal sektor pertanian nantinya 
diharapkan akan menjadi andalan sebagai antisipasi menurunnya ekonomi 
pasca sumber daya alam tak dapat diperbaharui. 
Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan di lapangan dengan 
salah satu informan yaitu dari kalangan masyarakat Irham Pramono 
mengindentifikasi kurangnya keberpihakan pemerintah dalam sektor 
pertanian mengatakan bahwa : 
“Sekarang saatnya pemerintah daerah lebih memberikan porsi 
perhatian yang lebih di sektor pertanian karena ke depan 
pertanian diharapkan akan menjadi andalan dalam hal produksi 
stok pangan baik di daerah maupun untuk nasional. Mulai saat ini 
sektor pertanian harus diperhatikan serius oleh pemerintah, 
dengan membuat program-program pro-petani. Termasuk 
meningkatkan alokasi anggaran untuk pembangunan pertanian”.70 
Hal ini senada dengan  informan Haeruddin dg situju selaku 
masyarakat Jeneponto juga mengatakan bahwa : 
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“Pemerintah daerah harus dapat lebih meningkatkan 
keberpihakannya untuk mendongkrak pertumbuhan sektor 
pertanian. Keberpihakan tersebut bukan hanya dari sisi dukungan 
pendanaan yang tercermin dari alokasi dalam APBN, tetapi juga 
keberpihakan dalam hal penyediaan akses dan kebijakan di sektor 
pertanian.”.71 
Peranan sektor pertanian khususnya jagung terhadap pertumbuhan 
ekonomi Kabupaten Jeneponto sangat besar, dimana produksi jagung 
mengalami peningkatan rata–rata sebesar 4,3 % per tahun dalam kurun 
waktu lima tahun terakhir. Besarnya kontribusi jagung terhadap 
pertumbuhan ekonomi dapat pula dilihat pada PDRB Kabupaten Jeneponto 
atas dasar harga berlaku, dimana pada Tahun 2014 sebesar 24,81 %. 
Pengembangan usaha tani jagung berdampak pada peningkatan pendapatan 
petani dan memperluas kesempatan kerja, selain itu juga tumbuh usaha–
usaha penunjang seperti usaha penyaluran sarana produksi (bibit, pupuk dan 
obat–obatan), industri pengeringan jagung, industri rumah tangga 
(pembuatan keripik jagung), jasa transportasi dan industri pandai besi yang 
membuat alat–alat pertanian. Namun kontribusi ini belum optimal 
disebabkan karena pengembangan atau program-program pembangunan 
industri pertanian belum maksimal baik itu industri hulu (bibit, pupuk, obat-
obatan) maupun indutri hilir (pengolahan hasil, pascapanen, produk olahan, 
dan hasil ikutan). Sebagaimana hasil wawancara dengan Irham Pramono 
pada tanggal 19 September 2016 yaitu: 
“Banyak program-program pembangunan pertanian yang tidak 
terarah tujuannya bahkan semakin menjerumuskan sektor ini pada 
kehancuran. Terlebih lagi kebijakan yang arahnya lebih proteksi, 
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kredit yang tinggi hingga kebijakan lain yang satu pun tidak 
menguntungkan bagi sektor ini. Saya berharap Kedepannya 
program-program yang dibuat harus lebih dapat menguntungkan 
bagi para petani. Bagaimanapun sektor pertanian harus menjadi 
basis pertumbuhan ekonomi di pedesaan agar cita-cita ketahanan 
pangan nasional bisa tercapai”.72 
 
b. Mempermudah dan mengembangkan distribusi garam di 
Kabupaten Jeneponto  
Usaha garam di Kabupaten Jeneponto merupakan suatu potensi 
ekonomi yang sangat besar karena didukung oleh iklim dan kondisi 
geografis serta areal penggaraman yang cukup luas dan 2.400 orang yang 
cukup terampil dengan tenaga kerja yang memadai dalam proses produksi 
garam sehingga mampu menghasilkan produksi garam sebesar 26.910 
ton/tahun.  
Lokasi sasaran oleh karena program ini harus dimulai dari kulturnya 
sampai pada proses pengolahannya dari garam rakyat menjadi garam 
beriodium yang memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) maka dipilih 
lokasi penggaraman yang akan menjadi tempat pelaksanaan Program 
Gerbang Emas adalah Kecamatan Arungkeke dan Kecamatan Bangkala 
Kabupaten Jeneponto dengan luas areal yang menjadi fokus/target 248 ha 
dengan tenaga kerja 920 orang. Arah Pembangunan yaitu: Peningkatan 
produktifitas dan kualitas garam rakyat untuk mencapai kualitas yang sesuai 
dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) yang diperlukan oleh industri 
garam konsumsi beriodium maupun industri pangan.  
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Daya saing produksi garam masih sangat rendah, sehingga masih 
kalah bersaing dengan garam Pulau Madura apalagi garam impor. Kualitas 
garam masih sangat rendah yaitu kadar air tinggi, kotoran banyak, Natrium 
Clorida (NaCl) rendah. Pangsa pasar garam dari Kabupaten Jeneponto, 
Takalar, Pangkep dan Maros masih sangat terbatas yaitu hanya dapat 
dipasarkan pada pasar-pasar tradisional di Provinsi Sulawesi Selatan.  
Permodalan petani sangat terbatas, sehingga pada waktu laik panen 
biasanya dipersingkat/dipercepat, sehingga kualitas garamnya rendah dan 
harganya pun menjadi lebih rendah. Kelembagaan petani belum mampu 
mendukung untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi garam. 
Sumber daya petani garam masih relatif rendah, sehingga belum mampu 
memanfaatkan potensi-potensi yang dimiliki untuk mengembangkan 
usahanya. Seperti pengakuan salah seorang warga yang mengatakan bahwa : 
“Tambak garam di kabupaten Jeneponto sangat luas yang tersebar 
di kecamatan Arungkeke, Kecamatan Tamalatea, Kecamatan 
Bangkala yang dapat memproduksi per ton-ton pertahun, namun 
harga beli sangat rendah sehingga belum dapat meningkat 
kesejahteraan masyarakat petani garam. Makanya diperlukan 
sentuhan tangan para pengusaha  menanamkan modal  untuk 
meningkatkan kualitas agar mutu dan harga dapat meningkat, 
otomatis dapat meningkatkan kesejahteraan petani”.73 
Kondisi usaha perdagangan dan distribusi garam rakyat modal kerja 
yang dimiliki oleh para pengusaha masih sangat terbatas. Sarana 
pendistribusian untuk pemasaran garam rakyat kurang/terbatas. Kemitraan 
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antara pedagang dengan pabriknya belum berjalan dengan baik, sehingga 
masih sulit untuk mendapatkan pangsa pasar. 
Berdasarkan hasil wawancara dengan Haeruddin yang mengingikan 
pemerintah untuk turut andil mengambil bagian mengatakan bahwa :  
“Pemerintah seharusnya mendukung Peningkatan kualitas SDM 
petani garam dengan melakukan penerapan teknologi pengolahan 
garam dengan sistim bertingkat dan melakukan perbaikan sarana 
produksi seperti saluran, pompa, waduk dan meja garam agar 
kualitas dan produktifitas garam meningkat dan menjadi sumber 
modal bagi Jeneponto sendiri”.74 
Industri dan perdagangan merupakan sektor yang memberi 
kontribusi yang signifikan bagi perekonomian Kabupaten Jeneponto. Oleh 
karena itu, kebijakan pemerintah daerah dibidang industry dan perdagangan 
ini diarahkan pada peningkatan investasi yang berpangkal pada potensi  
yang berorientasi pada bidang pertanian. Selain itu industry yang saat ini 
dikembangkan adalah industri garam beryodium, yang masih membutuhkan 
pengembangan investasi. Potensi industri garam didaerah ini sangat besar.  
2. Bidang pembangunan sarana dan prasarana  
a. Mempermudah masuknya investor dan ekspansi waralaba  
Sebagai upaya mendukung visi Kabupaten Jeneponto dan dalam 
rangka mewujudkan daya saing daerah maka salah satu Usaha  Pemerintah 
daerah harus mempunyai sumber-sumber keuangan yang memadai untuk 
membiayai penyelenggaraaan pemerintahan. Kapasitas keuangan daerah 
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akan sangat menentukan kemampuan pemerintah dalam menjalankan 
fungsi-fungsinya, seperti fungsi pelayanan masyarakat,  fungsi pelaksanaan 
pembangunan dan fungsi perlindungan kepada masyarakat. 
Pencapaian  tujuan ideal tersebut, di upayakan oleh Pemerintah 
Daerah dengan mengedepankan upaya pertumbuhan investasi di daerahnya 
sebagai sumber pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan. Investor 
potensial dapat berasal dari pengusaha daerah itu sendiri maupun pengusaha 
luar daerah, bahkan pengusaha dari luar negeri. Siapa pun calon 
investornya, syarat utama berkembangnya investasi di suatu daerah adalah 
adanya iklim investasi yang sehat dan kondusif. Persyaratan utama dari 
iklim investasi seperti itu adalah adanya aturan yang jelas, tidak adanya 
ekonomi biaya tinggi dan alur birokrasi yang tidak berbelit-belit sehingga 
calon investor yang hendak berinvestasi tidak ragu-ragu untuk menanamkan 
modalnya karena didaerah tujuan tersebut ada suatu suatu kepastian yang 
mengatur untuk berinvestasi. 
Industri waralaba di Kabupaten Jeneponto saat ini telah mengalami 
perkembangan yang cukup pesat dari tahun sebelumnya. Saat ini, hampir di 
tiap sudut-sudut jalan perkotaan, sangat mudah kita menjumpai hadirnya 
minimarket, seperti Alfamidi, Indomaret, Alfamart dan sejenisnya. Seperti 
pengakuan seorang informan, yang bernama Ando anisi mengatakan bahwa:  
“Sekarang Jeneponto sudah banyakmi memang Alfamidi sama 
Indomaret berjejer di pinggir jalan. Adami perubahan di 
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Jeneponto, tidak susah maki ke pasar, Sekarang lebih mudah 
tersedia barang-barang di minimarket”.75 
  
Banyaknya minimarket di Jeneponto ini dikarenakan pemerintah 
Jeneponto sudah memberikan peluang investasi kepada pihak asing untuk 
masuk ke Jeneponto. Aktor yang berperan dalam masuknya industri 
minimarket di Jeneponto ini adalah DPRD yang ternyata mengaku menjadi 
suporter bagi terrealisasinya industri ini. Pemerintah memudahkan perihal 
perijinan dan lain-lain terkait kelengkapan syarat administrasi lainnya 
sehingga industri waralaba meningkat di Jeneponto.  
Persebaran minimarket pada satu sisi memiliki dampak yang baik, 
hal ini membuktikan adanya pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan 
menciptakan investasi di Kabupaten Jeneponto, namun di sisi lain hal ini 
dapat menyebabkan kelesuan para pedagang kios tradisional, bahkan 
mematikan usaha mereka. Kehadiran  pasar modern tersebut telah 
memunculkan iklim persaingan yang tidak sehat yang merugikan 
pedagang kios kecil. Tidak menutup kemungkinan, kondisi yang timpang 
tersebut juga berpotensi munumbuhkan benih-benih kecemburuan sosial di 
antara para pelaku perdagangan.   
Berdasarkan wawancara dengan seorang warga dengan banyaknya 
industri minimarket di Jeneponto, mengatakan :  
“Dengan banyaknya minimarket saat ini di Jeneponto memberikan 
dampak yang baik dengan pertumbuhan ekonomi di Jeneponto tapi 
dengan banyaknya alfamidi dan sejenisnya tersebut mematikan 
usaha pedagang lokal. Kenapa tidak masyarakat saja yang di 
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dorong untuk mengembangkan usaha mereka dengan pemerintah 
memberikan bantuan”.76 
 
Pengembangan Jeneponto ke depan maka warga Jeneponto harus 
lebih terbuka menerima investor yang akan datang ke wilayahnya. Hal ini 
dapat berpengaruh penting terhadap keterbelakangan masyarakat Jeneponto 
khususnya pada pengangguran yang terjadi. Selain dapat mengurangi 
pengangguran, investasi juga memegang peran penting untuk mendorong 
pertumbuhan ekonomi.  
Kabupaten Jeneponto memiliki sumber daya yang memadai untuk 
menarik investor masuk ke Jeneponto dan didukung oleh  semua pihak. 
Perkembangan Kabupaten Jeneponto setiap tahun semakin maju. 
Sebagaimana hasil wawancara dengan warga yang mengatakan bahwa :  
“Pemerintahan saat ini sangat baik. Dengan kelebihan sumber 
daya alam Jeneponto yang bisa di olah termasuk rumput laut yang 
menarik investor untuk menanamkan modalnya, disini 
pemerintahan kali ini perannya sangat konsisten dan sangat 
mendukung ruang untuk pengusaha masuk ke jeneponto lebih 
maju”.77  
 
Kabupaten Jeneponto memiliki beberapa investasi seperti investasi 
swasta (PT. Bosowa) dan Pemerintah (PLN) yang telah membangun PLTU. 
Hal ini di mungkinkan karena Jeneponto memiliki pantai yang relatif dalam 
0–2000 m potensial untuk pengembangan Pelabuhan serta letak Jeneponto 
relatif dekat dengan Kalimantan sebagai daerah pengahasil Batu bara (bahan 
bakar UAP).  
                                                             
76 Wawancara dengan Sultrisno selaku warga  kabupaten  Jeneponto 01 Oktober  pukul 12.00 wita. 
77 Wawancara dengan Syahrul HP selaku warga  kabupaten  Jeneponto 01 Oktober  pukul 13.00 
wita. 
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Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan salah satu 
informan mengindentifikasi perkembangan Jeneponto dan berpendapat : 
“Pemerintah sangat merespon baik masuknya para investor ke 
Jeneponto karena dengan masuknya investor ke Jeneponto dapat 
memacu pembangunan daerah, karena dengan investor masuk 
Kabupaten Jeneponto dapat setara dengan kabupaten-kabupaten 
lain dan Jeneponto lebih baik kedepannnya di banding tahun-tahun 
sebelumnya”.78 
 
Secara umum investasi akan masuk ke suatu daerah tergantung dari 
daya tarik daerah tersebut terhadap investasi, dan adanya iklim investasi 
yang kondusif. Keberhasilan daerah untuk meningkatkan daya tariknya 
terhadap investasi salah satunya tergantung dari kemampuan daerah dalam 
merumuskan kebijakan yang berkaitan dengan investasi dan dunia usaha 
serta peningkatan kualitas pelayanan terhadap masyarakat. Kemampuan 
daerah untuk menentukan faktor-faktor yang dapat digunakan sebagai 
ukuran daya saing perekonomian daerah relatif terhadap daerah lainnya juga 
sangat penting dalam upaya meningkatkan daya tariknya dan memenangkan 
persaingan. 
 
 
 
 
 
 
                                                             
78
 Wawancara dengan  Syahrul HP selaku warga  kabupaten  Jeneponto 01 Oktober  pukul 13.00 
wita. 
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BAB IV 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan 
terdahulu, serta dihubungkan dengan perumusan masalah penelitian, maka 
dapat disimpulkan bahwa beberapa hal pokok yang berkaitan dengan 
Konfigurasi keanggotaan DPRD Kabupaten Jeneponto periode 2014-2019 
sebagai berikut : 
1. Konfigurasi anggota DPRD Kabupaten Jeneponto periode 2014-2019 
terdiri dari 40 orang anggota dewan dari berbagai parpol. Dari 40 anggota 
dewan Kabupaten Jeneponto, 32 berjenis kelamin laki-laki dan 8 orang 
perempuan yang diindetifikasi kedalam 3 kelompok besar, yaitu 
pengusaha, birokrat dan politisi. Dari hasil identifikasi tersebut, anggota 
DPRD Jeneponto periode 2014-2019 sebanyak 20 orang memiliki latar 
belakang sebagai elit politik ( Pengusaha), 15 orang berlatar belakang 
politisi dan 10 orang berlatar belakang birokrat. 
2. Pasca pemilu legislatif 2014, Kabupaten Jeneponto mengalami perubahan 
yang sangat drastis. Anggota DPRD Kabupaten Jeneponto periode 2014-
2019 di dominasi oleh kalangan pengusaha, dengan didominasi oleh 
kalangan pengusaha maka terindentifikasi bahwa produk kerja yang 
dihasilkan belum mencerminkan keberpihakan pada masyarakat di dalam 
memajukan Kabupaten Jeneponto. Sebagai upaya memajukan Kabupaten 
Jeneponto, saat ini pemerintah mempermudah masuknya investor asing, itu 
terlihat dengan banyaknya industri waralaba seperti minimarket dan 
perhatian pemerintah pada bidang pertanian dan usaha industri garam di 
Kabupaten Jeneponto masih minim padahal kedua sektor tersebut nantinya 
akan menjadi andalan sebagai antisipasi saat menurunnya ekonomi pasca 
sumber daya alam tidak dapat diperbaharui.  
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B. Saran 
Saran yang penulis ajukan berdasarkan hasil penelitian ini adalah sebagai 
berikut: 
1. Disarankan kepada partai politik yang dalam pelaksanaan tugas dan 
fungsinya sebagai perekrut memberikan pendidikan dan pelatihan politik 
pada kader yang akan didudukkan menjadi anggota legislatif, sehingga 
ketika menjadi anggota DPRD dapat memahami fungsi, tugas dan 
perannya. 
2. Atas dasar prinsip normatif tentang fungsi pengawasan DPRD, 
disarankan DPRD sebagai wakil rakyat dapat mewakili rakyat secara 
utuh dan memiliki kompetensi untuk memenuhi aspirasi rakyat. Agar  
pemerintah daerah sebagai lembaga ekskutif dapat mengimplementasikan 
hukum dan prinsip- prinsip dasar yang ditetapkan bersama dengan 
lembaga legislatif sebagai pencerminan kehendak rakyat, sehingga akan 
terjadi suasana check and balance. 
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